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WALI KOTA CIMAHI  

PROVINSI JAWA BARAT 

ERAH KOTA CIMAH 

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI 

                                  NOMOR   45   TAHUN 2022      2015 

TENTANG 

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

WALI KOTA CIMAHI, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Akuntansi 

Pemerintah Daerah Kota Cimahi; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4116); 

  2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 
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  3.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan  Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM AKUNTANSI 

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI. 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 

daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 

daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban. 

2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 

pengawasan keuangan daerah. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada 

Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang melaksanakan 

Urusan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. 

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang 

Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah kota 

Cimahi yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kota Cimahi. 
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6. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 

sebagai bendahara umum daerah, dalam hal ini adalah 

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Cimahi. 

7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas 

sebagai Bendahara Umum Daerah. 

8. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan 

setara kas pada Bendahara Umum Daerah. 

9. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai 

dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat 

dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi 

dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat 

diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur 

dalam satuan uang, termasuk sumber daya 

nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa 

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang 

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.  

10. Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat 

diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta 

dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang 

atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya 

termasuk hak atas kekayaan intelektual. 

11. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa 

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk 

digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau 

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 

12. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan 

pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan 

operasional pemerintah daerah selama satu periode 

akuntansi. 

13. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan 

pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan 

pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak 

termasuk dalam setara kas. 
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14. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas 

yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas 

yang akan diterima kembali yang mengakibatkan 

perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan 

piutang jangka panjang. 

15. Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan 

pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas 

operasi, investasi, dan pendanaan. 

16. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan Aset Tak 

Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa 

manfaatnya. 

17. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak 

memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan 

setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit 

organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan 

pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara 

penerimaan dan pengeluaran. 

18. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat  

BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah 

yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa 

yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan 

dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada 

prinsip efisiensi dan produktivitas. 

19. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui 

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat 

transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan 

saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

20. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui 

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas 

atau setara kas diterima atau dibayar.  

21. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas 

Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih 

dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak 

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah 

daerah. 
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22. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi 

jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, 

yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau 

timbulnya kewajiban. 

23. Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas 

nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable 

assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. 

24. Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan 

oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi 

misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan 

pungutan lainnya dari pasar modal. 

25. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk 

menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif 

besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun 

anggaran.  

26. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang 

merupakan selisih antara aset dan kewajiban 

pemerintah daerah.  

27. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna 

anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib 

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan 

keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 

Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah 

Perangkat Daerah dan PPKD. 

28. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri 

dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan wajib 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa 

laporan keuangan Pemda.  

29. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk 

memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, 

dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

rangka pelayanan kepada masyarakat. 

30. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat 

segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki 

selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. 
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31. Investasi jangka panjang adalah investasi yang 

dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) 

bulan. 

32. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang 

yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. 

33. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang   

yang tidak termasuk dalam investasi permanen. 

34. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang 

setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 

pemerintahan.  

35. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang 

daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum 

Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan 

pengeluaran pemerintah daerah.  

36. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-

dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-

praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan 

dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 

37. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih 

yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan 

kegiatan yang dikendalikan bersama dengan 

menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. 

38. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa 

lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar 

sumber daya ekonomi pemerintah daerah. 

39. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara 

signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang 

mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau 

periode sebelumnya. 

40. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada 

pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang 

tidak termasuk dalam nilai kontrak. 

41. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-

akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan 

dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi 

akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai 

satu entitas pelaporan konsolidasian. 



-7- 

 

 

42. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang 

sedang dalam proses pembangunan. 

43. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan 

secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu 

kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau 

saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan 

fungsi atau tujuan atau penggunaan utama. 

44. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan 

kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa 

konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan 

spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. 

45. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar 

pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas 

menjadi sesuai dengan yang seharusnya. 

46. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan 

keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan 

laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji 

sebagai satu entitas pelaporan tunggal.  

47. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan 

yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan 

tahunan.  

48. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang. 

49. Masa manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan 

digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau 

pelayanan publik atau Jumlah produksi atau unit 

serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk 

aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik. 

50. Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang 

digunakan dalam menyajikan laporan keuangan. 

51. Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang 

Rupiah.  

52. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak 

tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan 

mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang 

dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas 
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tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau 

kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus 

di mana kekurangan atau salah saji terjadi. 

53. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang 

mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. 

54. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang 

mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga 

perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan 

dengan perubahan bagian investor atas kekayaan 

bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi 

(investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. 

55. Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang 

dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan 

pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset 

investasi pada saat perolehannya. 

56. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat 

berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham 

dan obligasi. 

57. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari 

penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara 

pihak-pihak yang independen. 

58. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat 

diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah 

dikurangi taksiran biaya pelepasan. 

59. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian 

kewajiban antar pihak yang memahami dan 

berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. 

60. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang 

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan 

diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran 

berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah 

daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit 

atau memanfaatkan surplus anggaran.  

61. Biaya Pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang 

harus ditanggung oleh pemerintah daerah sehubungan 

dengan peminjaman dana. 
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62. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak 

konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau 

memberikan jasa konstruksi. 

63. Pendapatan Laporan Operasional selanjutnya disingkat 

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang 

diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun 

anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar 

kembali. 

64. Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran selanjutnya 

disingkat Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan 

Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo 

Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan 

tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. 

65. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai 

suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable 

assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.  

66. Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku 

aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset 

setelah dikurangi akumulasi penyusutan. 

67. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban 

luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi 

yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan 

sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau 

pengaruh entitas bersangkutan. 

68. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau 

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung 

kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-

barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau 

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

69. Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan 

untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain 

sebagai akibat peraturan perundang-undangan. 

70. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh 

atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah 

Daerah. 
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71. Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang 

investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan 

merupakan anak perusahaan maupun joint venture dari 

investornya. 

72. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 

Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk menampung seluruh 

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 

daerah pada bank yang ditetapkan.  

73. Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang 

belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang 

ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah 

tersebut. 

74. Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena 

penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang 

berbeda.  

75. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat 

likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari 

risiko perubahan nilai yang signifikan. 

76. Saldo Anggaran Lebih adalah saldo yang berasal dari 

akumulasi SILPA/SIKPA tahun-tahun anggaran 

sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain 

yang diperkenankan. 

77. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran selanjutnya 

disebut SILPA/SIKPA adalah selisih lebih/kurang antara 

realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan 

dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu 

periode pelaporan. 

78. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih 

lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban 

selama satu periode pelaporan. 

79. Surplus/defisit Laporan Operasional selanjutnya 

disingkat Surplus/defisit-LO adalah selisih antara 

pendapatan-LO dan beban selama satu periode 

pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari 

kegiatan non operasional dan pos luar biasa. 
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80. Surplus/defisit Laporan Realisasi Anggaran selanjutnya 

disingkat Surplus/defisit-LRA adalah selisih 

lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja 

selama satu periode pelaporan. 

81. Untung/Rugi Penjualan Aset merupakan selisih antara 

nilai buku aset dengan harga jual aset. 

82. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari 

suatu periode pelaporan. 

83. Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih 

untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak 

baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar 

oleh pemberi kerja. 

84. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari 

suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan 

lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. 

85. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh 

kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka 

kontrak konstruksi. 

86. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

87. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

88. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi. 

89. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi. 

 

Pasal 2  

(1) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan pilihan 

prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan 

identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting 
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kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta 

penyajian laporan keuangan. 

 

(2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud 

ayat (1) terdiri atas: 

a. laporan realisasi anggaran; 

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

c. neraca; 

d. laporan operasional; 

e. laporan arus kas; 

f. laporan perubahan ekuitas; dan 

g. catatan atas laporan keuangan. 

 

Pasal 3  

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas: 

a. Sistem Akuntansi PPKD; dan  

b. Sistem Akuntansi SKPD. 

 

Pasal 4  

(1) Sistem Akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf a berisi:  

a. pendapatan-LO;  

b. beban;  

c. pendapatan LRA;  

d. belanja;  

e. transfer;  

f. pembiayaan;  

g. aset;  

h. kewajiban;  

i. ekuitas; dan 

j. penyesuaian dan koreksi. 

 

(2) Sistem Akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan menggunakan teknik:  

a. pencatatan;  
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b. pengakuan dan pengungkapan; 

c. penyusunan laporan keuangan PPKD; dan  

d. penyusunan laporan keuangan konsolidasian 

Pemerintah Daerah.  

 

Pasal 5  

(1) Sistem Akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf b terdiri dari: 

a. pendapatan-LO;  

b. beban;  

c. pendapatan LRA;  

d. belanja;  

e. aset;  

f. kewajiban;  

g. ekuitas; dan 

h. penyesuaian dan koreksi. 

 

(2) Sistem Akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan menggunakan teknik:  

a. pencatatan;  

b. pengakuan dan pengungkapan; dan 

c. penyusunan laporan keuangan SKPD. 

 

Pasal 6  

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini. 

 

Pasal 7  

(1) Pencatatan transaksi pelaksanaan anggaran disesuaikan 

dengan dokumen anggaran. 

(2) Dalam hal kodefikasi akun dokumen anggaran belum 

sesuai dengan bagan akun standar  sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), entitas akuntansi dan entitas 

pelaporan dapat melakukan konversi dalam penyajian 

LRA.  
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Pasal 8  

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, ketentuan 

mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dalam 

Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2019 dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 9  

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

menempatkannya  dalam Berita Daerah Kota Cimahi. 

 

 

                              Ditetapkan di Cimahi  

                              pada tanggal 21 Oktober 2022 

 

WALI KOTA CIMAHI, 

 

 

 

NGATIYANA 

 

 

 
21 Oktober 2022

marisa
Rectangle

marisa
Text Box
2022 NOMOR 692
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI 

NOMOR 45 TAHUN 2022019 

TENTANG 

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI 

 

I. UMUM 

 

Pemerintah Daerah Kota Cimahi berdasarkan kewenangan delegasi 

berdasarkan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 

perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Akuntansi 

Pemerintah Daerah Kota Cimahi. 

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan pilihan prosedur 

dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan 

pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta 

penyajian laporan keuangan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1  

Cukup jelas. 

Pasal 2  

Cukup jelas. 

Pasal 3  

Cukup jelas. 

Pasal 4  

Cukup jelas. 

Pasal 5  

Cukup jelas. 

Pasal 6  

Cukup jelas. 

Pasal 7  

Cukup jelas. 

Pasal 8  

Cukup jelas. 

Pasal 9  

Cukup jelas. 
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LAMPIRAN  :    PERATURAN WALI KOTA CIMAHI 

 NOMOR :  

 TANGGAL   :   

 TENTANG   : SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

KOTA CIMAHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI 
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SISTEM AKUNTANSI 

 

BAB I 

SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN PAJAK 

 

A. UMUM  

1. Definisi 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal 2 

istilah pendapatan, yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. 

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui 

sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan 

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas 

Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam 

periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak 

pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat dalam Undang-Undang No 28 

Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada 

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 

2. Klasifikasi  

Jenis pajak daerah Kabupaten/Kota terdiri atas: 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f. Pajak Parkir; 
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g. Pajak Air Tanah; 

h. Pajak Sarang Burung Walet; 

i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBBP2); 

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

Sistem pemungutan pajak yang berlaku untuk pajak daerah 

adalah official assessment dan self assessment. Klasifikasi 

sistem pemungutan pajak terdapat dalam tabel di bawah ini: 

  

Sistem official 
assessment 

Pajak Air Tanah 

Pajak Reklame 

Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan 

Sistem self 
assessment 

Pajak Hotel 

Pajak Restoran 

Pajak Hiburan 

Pajak Penerangan Jalan 

Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan 

Pajak Parkir 

Pajak Sarang Burung Walet 

Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan 

 

B. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN DI SKPD  

1. Pihak-Pihak Terkait  

Pihak-Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan 

pada SKPD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 

(PPK-SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD dan PA/KPA.  

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)  

Dalam sistem akuntansi Pendapatan LO dan Pendapatan LRA, 

PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki 

tugas sebagai berikut: 

1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan 

Pendapatan LRA berdasarkan bukti bukti transaksi yang 

sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO 

dan Neraca;  

2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian 



- 19 - 
 

pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar 

masing-masing rekening (rincian objek);  

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), 

Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan.  

b. Bendahara Penerimaan SKPD  

1) Mencatat dan membukukan semua penerimaan 

pendapatan kedalam buku kas penerimaan;  

2) membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari 

Pendapatan; 

3) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah 

setiap hari. 

c. PA/KPA  

1) menandatangani/mensahkan dokumen surat ketetapan 

pajak/retribusi daerah;  

2) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh 

Fungsi Akuntansi SKPD. 

2. Dokumen yang digunakan  

Kelompok 

Pendapatan 
Sistem Pemungutan Dokumen 

Pajak 

daerah 

official assessment Surat Ketetapan Pajak 

Daerah, Surat Pemberitahuan 

Pajak Terutang, STS, TBP, 

dan/atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

self assessment Surat Setoran Pajak Daerah, 

Surat Pemberitahuan Pajak 

Daerah, Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Kurang Bayar, 

Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Kurang Bayar 

Tambahan, STS, TBP, 

dan/atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

3. Jurnal Standar  

Pendapatan LO diakui pada saat:  
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a. Timbulnya hak atas pendapatan, pengakuan pendapatan 

perpajakan berdasarkan penetapan wali kota (official 

assessment); atau 

b. Pendapatan direalisasi, pengakuan pendapatan perpajakan 

berdasarkan metode self assessment oleh Wajib Pajak.  

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan 

LRA diakui pada saat: 

a. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; 

b. Diterima oleh SKPD; atau  

c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama 

BUD. 

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan 

pendapatan maka pengakuan pendapatan di SKPD dapat 

diklasifkasikan kedalam beberapa alternatif jurnal standar 

sebagai berikut: 

a. Jurnal Standar Untuk Pencatatan Pajak 

1) Pengakuan pendapatan perpajakan berdasarkan penetapan 

Wali Kota (official assessment). 

Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPD 

telah berhak mengakui pendapatan, meskipun belum 

diterima pembayarannya dari wajib pajak. Oleh karena itu, 

PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan pajak LO dengan 

menjurnal: 

 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Piutang Pajak........ XXX  

  XXX Pendapatan 

Pajak.......LO 

 XXX 

 

Pada saat wajib pajak membayar pajak yang terdapat dalam 

SKP tersebut, wajib pajak akan menerima Tanda Bukti 

Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah membayar pajak. 

TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mencatat 

pendapatan pajak tersebut dengan jurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 
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Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas di Bendahara 

Penerimaan 

XXX  

  XXX Piutang 

Pajak...... 

 XXX 

 

Jurnal LRA 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX  

  XXX 

Pendapatan 

Pajak.....LRA  XXX 

 

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan 

pendapatan tersebut ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen 

penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK 

SKPD menjurnal: 

 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX RK PPKD XXX  

  XXX 
Kas di Bendahara 

Penerimaan 
 XXX 

 

Bila Wajib Pajak membayar langsung ke rekening Kas 

Daerah, maka berdasarkan Nota Kredit dari Bank, PPK-

SKPD akan menjurnal: 

 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX RK PPKD XXX  

  XXX Piutang Pajak...  XXX 
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Jurnal LRA 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX  

  XXX 

Pendapatan 

Pajak.....LRA  XXX 

 

2) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan 

penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan 

dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak 

berdasarkan perhitungan tersebut.  

Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran 

pajak dari wajib pajak atas pajak yang sudah dilakukan 

perhitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment), PPK-

SKPD mengakui adanya pendapatan pajak LO dan 

pendapatan pajak LRA dengan menjurnal:  

 

Jurnal LO atau Neraca  

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas di Bendahara 

Penerimaan 

XXX  

  XXX Pendapatan 

Pajak ...... LO 

 XXX 

 

Jurnal LRA 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX  

  XXX 

Pendapatan 

Pajak ...... LRA  XXX 

Saat Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ini 

ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut 

atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK SKPD menjurnal: 
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Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX RK PPKD XXX  

  XXX 

Kas di Bendahara 

Penerimaan  XXX 

 

Selanjutnya, akan dilakukan pemeriksaan terhadap wajib 

pajak, apabila ditemukan adanya kurang bayar maka akan 

diterbitkan Surat Keterangan Kurang Bayar. SKPD 

mengakui adanya penambahan Pendapatan LO. 

Berdasarkan Surat Keterangan tersebut PPK SKPD 

menjurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Piutang Pajak...... XXX  

  XXX 

Pendapatan 

Pajak......LO  XXX 

 

Apabila ditemukan adanya lebih bayar maka akan 

diterbitkan Surat Keterangan Lebih Bayar. SKPD mengakui 

adanya pengurangan Pendapatan LO. Berdasarkan Surat 

Keterangan tersebut PPK SKPD menjurnal: 

 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Pendapatan Pajak...... 

LO 
XXX  

  XXX 
Utang Kelebihan 

Pembayaran Pajak 
 XXX 

 

3) Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya 

dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi 

kewajiban selama beberapa periode ke depan.  

Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran 

pajak dari wajib pajak atas pajak yang dibayar untuk 
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periode tertentu, PPK-SKPD mengakui adanya Pendapatan 

diterima dimuka dan Pendapatan Pajak LRA dengan 

menjurnal:  

Jurnal LO atau Neraca  

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Kas di Bendahara 

Penerimaan 
XXX  

  XXX 
Pendapatan 

Diterima Dimuka 
 XXX 

 

Jurnal LRA 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX  

  XXX 
Pendapatan 

Pajak.....LRA 
 XXX 

 

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan 

pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen 

penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK-

SKPD menjurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX RK PPKD XXX  

  XXX 

Kas di Bendahara 

Penerimaan  XXX 

 

Diakhir tahun atau akhir periode akan diterbitkan bukti 

memorial untuk mengakui pendapatan LO, PPK SKPD 

menjurnal: 

 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 

Pendapatan Diterima 

di Muka XXX  

  XXX 

Pendapatan 

Pajak.....LO  XXX 
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4) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan 

penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan 

pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi 

kewajiban selama beberapa periode ke depan.  

Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran 

pajak dari wajib pajak atas pajak yang dibayar untuk 

periode tertentu, PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan 

diterima dimuka dan pendapatan pajak LRA dengan 

menjurnal:  

Jurnal LO atau Neraca  

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 

Kas di Bendahara 

Penerimaan XXX  

  XXX 

Pendapatan 

Diterima di Muka  XXX 

 

Jurnal LRA 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX  

  XXX 

Pendapatan 

Pajak..LRA  XXX 

 

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan 

pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen 

penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi 

akuntansi mencatat dengan jurnal: 

 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX RK PPKD XXX  

  XXX 
Kas di Bendahara 

Penerimaan 
 XXX 

 

Pada akhir periode SKPD melakukan pemeriksaan. Apabila 

ditemukan adanya pajak kurang bayar, SKPD akan 
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mengeluarkan surat ketetapan kurang bayar. Berdasarkan 

surat ketetapan tersebut, dicatat dengan jurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

Pengakuan Pendapatan –LO pada saat pemeriksaan 

XXX XXX XXX 

Pendapatan Diterima 

di Muka XXX  

  XXX 

Pendapatan 

Pajak...LO  XXX 

Pengakuan Piutang atas Pajak Kurang Bayar 

XXX XXX XXX Piutang Pajak ...... XXX  

  XXX 

Pendapatan 

Pajak...LO  XXX 

 

Apabila ditemukan adanya pajak lebih bayar, SKPD akan 

mengeluarkan surat ketetapan lebih bayar atas pajak. 

Berdasarkan hal tersebut dicatat pengakuan dengan jurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

Pengakuan Pendapatan –LO pada saat pemeriksaan   

XXX XXX XXX 

Pendapatan Diterima 

di Muka XXX  

  XXX 

Pendapatan 

Pajak....LO  XXX 

Pengakuan Piutang atas Pajak Lebih Bayar 

XXX XXX XXX 

Pendapatan 

Pajak....LO XXX  

  XXX 

Utang Kelebihan 

Pembayaran Pajak  XXX 

 

C. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN DI PPKD  

1. Pihak Pihak Terkait  

Pihak Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan 

pada PPKD antara lain Bendahara PPKD, Fungsi Akuntansi 

PPKD, dan PPKD selaku BUD.  
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a. Fungsi Akuntansi PPKD  

Dalam sistem akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi PPKD, 

memiliki tugas sebagai berikut:  

1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan 

Pendapatan LRA berdasarkan bukti bukti transaksi yang 

sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO 

dan Neraca;  

2) melakukan posting jurnal jurnal transaksi/kejadian 

pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar 

masing masing rekening (rincian objek);  

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL 

(LP.SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan 

Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas 

Laporan keuangan.  

b. Bendahara PPKD  

1) mencatat dan membukukan semua penerimaan 

pendapatan kedalam buku kas penerimaan.  

2) membuat  Rekap  Penerimaan  Harian  yang  bersumber  

dari Pendapatan.  

3) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah 

setiap hari. 

c. PPKD Selaku BUD  

1) Menandatangani/mensahkan dokumen surat ketetapan 

pajak.  

2) Menandatangani  laporan  keuangan  yang  telah  disusun  

oleh Fungsi Akuntansi SKPD. 

 

2. Dokumen yang Digunakan 

Kelompok 

Pendapatan 

Sistem 

Pemungutan 
Dokumen 

Pajak 

daerah 

official assessment a. Surat Ketetapan Pajak 

Daerah atau dokumen lain 

yang dipersamakan; 

b. Surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang. 
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self assessment a. Surat Setoran Pajak 

Daerah; 

b. Surat Pemberitahuan Pajak 

Daerah; 

c. Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Kurang Bayar; 

dan/atau 

d. Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Kurang Bayar 

Tambahan. 

 

3. Jurnal Standar  

Pendapatan LO diakui pada saat:  

a. Timbulnya hak atas pendapatan, Pengakuan pendapatan 

perpajakan berdasarkan penetapan wali kota (official 

assessment); atau 

b. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan 

penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment).  

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan 

LRA diakui pada saat: 

a. diterima di rekening Kas Umum Daerah; 

b. diterima oleh SKPD; atau  

c. diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama 

BUD.  

 

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan 

pendapatan maka pengakuan pendapatan di PPKD dapat 

diklasifkasikan ke dalam beberapa alternatif jurnal standar 

sebagai berikut: 

a. Prosedur Pencatatan Pendapatan Pajak 

1) Pendapatan Pajak melalui Penetapan (official assessment) 

Ketika PPKD menerbitkan Dokumen Ketetapan yang 

mengindikasikan adanya hak Pemda atas suatu 

pendapatan. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi 

Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal. 
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Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal 
No 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 

XXX Piutang Pendapatan...... XXX  

XXX 
Pendapatan Pajak 

.....- LO 
 XXX 

 

Piutang Pendapatan atas Surat Ketetapan itu akan dibayar 

oleh Wajib Pajak yang selanjutnya akan menerima Tanda 

Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah menyetor PAD 

melaluiPenetapan. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi 

Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal. 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal 
No 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 
XXX Kas di Kas Daerah XXX  

XXX Piutang Pajak .....  XXX 

 

Jurnal LRA 

Tanggal 
No 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 

XXX Perubahan SAL xxxx  

XXX 
Pendapatan 

Pajak.....LRA 
 xxxx 

 

2) Pendapatan Pajak Tanpa Penetapan (self assessment) 

Ketika Pihak   ketiga   melakukan   pembayaran   PAD   

Tanpa Penetapan kemudian akan menerima Tanda Bukti 

Pembayaran (TBP). Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi 

Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal. 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal 
No 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 

XXX Kas di Kas Daerah xxxx  

XXX Pendapatan Pajak....LO  xxxx 
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Jurnal LRA 

Tanggal 
No 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 

XXX Perubahan SAL xxxx  

XXX Pendapatan Pajak....LRA  xxxx 
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BAB II 

SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN NON PERPAJAKAN 

 

A. UMUM  

1. Definisi 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal 2 

istilah pendapatan, yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. 

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui 

sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan 

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas 

Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam 

periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak 

pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 

Pendapatan nonperpajakan dapat diartikan sebagai pendapatan 

daerah yang tidak berasal dari pendapatan perpajakan. 

 

2. Klasifikasi  

Pendapatan Non Pajak dilingkup pemerintah daerah antara lain 

terdiri dari:  

a. Pendapatan retribusi daerah, antara lain terdiri dari: 

1) Retribusi jasa umum 

Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang 

disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan 

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati 

oleh orang pribadi atau Badan. Jenis retribusi ini dapat tidak 

dipungut apabila   potensi   penerimaannya   kecil   dan/atau   

kebijakan   nasional/daerah menetapkan untuk memberikan 

pelayanan tersebut secara cuma-cuma. 

2) Retribusi jasa usaha 

Obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang 

disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut 

prinsip komersial yang meliputi: 

a) pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan 

kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara 

optimal dan/atau; 
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b) pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum 

disediakan secara memadai oleh pihak swasta. 

3) Retribusi perizinan tertentu 

Obyek retribusi perizinan adalah pelayanan perizinan oleh 

pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkan untuk pengaturan dan  pengawasan atas 

kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya 

alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu 

guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 

kelestarian lingkungan. 

b. Lain-lain PAD yang sah, merupakan kelompok pendapatan 

lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan asli 

daerah dan pendapatan transfer, jenis pendapatan ini antara 

lain: 

1). Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan; 

2). Hasil penjualan aset lainnya; 

3). Penerimaan jasa giro; 

4). Pendapatan bunga; 

5). Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; 

c.   Pendapatan Non-Operasional 

Pendapatan Non-Operasional mencakup antara lain surplus 

penjualan aset non lancar, surplus penyelesaian kewajiban 

jangka panjang, dan surplus dari kegiatan non operasional 

lainnya 

 

Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan Non Pajak 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

  

Pendapatan Retribusi 
Daerah 

Retribusi jasa umum 

Retribusi Jasa usaha 

Retribusi perizinan tertentu 

Lain-lain PAD yang 
sah 

Hasil penjualan aset daerah yang 
tidak dipisahkan 

Hasil penjualan aset lainnya 

Penerimaan jasa giro 

Pendapatan bunga 

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

Pendapatan Non-

Operasional 

surplus penjualan aset non lancar 

surplus penyelesaian kewajiban 
jangka panjang 
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surplus penyelesaian kewajiban 
jangka panjang 

surplus dari kegiatan non 
operasional lainnya 

 

B. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN DI SKPD  

1. Pihak-Pihak Terkait  

Pihak-Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan 

pada SKPD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 

(PPK-SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD dan PA/KPA.  

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)  

Dalam sistem akuntansi Pendapatan LO dan Pendapatan LRA, 

PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki 

tugas sebagai berikut: 

1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan 

Pendapatan LRA berdasarkan bukti bukti transaksi yang 

sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO 

dan Neraca;  

2) melakukan posting jurnal jurnal transaksi/ kejadian 

pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar 

masing masing rekening (rincian objek);  

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), 

Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan.  

b. Bendahara Penerimaan SKPD  

1) mencatat dan membukukan semua penerimaan 

pendapatan kedalam buku kas penerimaan;  

2) membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari 

Pendapatan; 

3) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah 

setiap hari. 

c. PA/KPA  

1) menandatangani/mensahkan dokumen surat ketetapan 

retribusi daerah;  

2) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh 

Fungsi Akuntansi SKPD. 
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2. Dokumen yang Digunakan  

Kelompok 

Pendapatan 
Jenis Pendapatan Dokumen 

Pendapatan 

Asli 

Daerah 

Pendapatan Retribusi 

Daerah 

SKR 

Daerah/STS/TB

P/ Dokumen 

Lain yang 

dipersamakan 

Lain-lain PAD yang sah 

Pendapatan Non-Operasional 

 

3. Jurnal Standar  

Pendapatan LO diakui pada saat:  

a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga 

dengan earned; atau 

b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber 

daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai 

(realized).  

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan 

LRA diakui pada saat: 

a. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; 

b. Diterima oleh SKPD; atau  

c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama 

BUD. 

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan 

pendapatan maka pengakuan pendapatan non pajak di SKPD 

dapat diklasifkasikan kedalam beberapa alternatif jurnal standar 

sebagai berikut: 

1) Jurnal Standar - Earned 

Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah, SKPD 

telah berhak mengakui pendapatan, meskipun belum diterima 

pembayarannya oleh wajib retribusi (earned). Oleh karena itu, 

PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan retribusi LO dengan 

menjurnal: 
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Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Piutang Retribusi  XXX  

  XXX 

Pendapatan 

Retribusi… LO  XXX 

 

Pada saat wajib retribusi membayar retribusi yang terdapat 

dalam SKR tersebut, wajib retribusi akan menerima Tanda 

Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah membayar 

retribusi. TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk 

mencatat pendapatan retribusi -LRA dengan jurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 

Kas di Bendahara 

Penerimaan XXX  

  XXX 

Piutang 

Retribusi....LO  XXX 

 

Jurnal LRA 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX  

  

XXX 

 

Pendapatan 

Retribusi...... LRA  XXX 

 

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan 

pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen 

penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK 

SKPD menjurnal: 

 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX RK PPKD XXX  

  

XXX 

Kas di 

Bendahara 

Penerimaan  

XXX 
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2) Jurnal Standar - Realized 

Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kemudian 

akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP juga 

menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mengakui pendapatan 

dengan mencatat jurnal:  

 

Jurnal LO atau Neraca  

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 

Kas di Bendahara 

Penerimaan XXX  

  XXX 

Pendapatan 

Retribusi LO  XXX 

 

Jurnal LRA 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX  

  XXX 

Pendapatan 

Retribusi LRA  XXX 

 

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan 

pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen 

penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi 

akuntansi mencatat dengan jurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX RK PPKD XXX  

  XXX 

Kas di Bendahara 

Penerimaan  XXX 

 

C. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN DI PPKD  

1. Pihak-pihak Terkait  

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan 

non pajak pada PPKD antara lain Bendahara PPKD, Fungsi 

Akuntansi PPKD, dan PPKD selaku BUD.  
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a. Fungsi Akuntansi PPKD  

Dalam sistem akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi PPKD, 

memiliki tugas sebagai berikut:  

1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan 

Pendapatan LRA berdasarkan bukti bukti transaksi yang 

sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO 

dan Neraca;  

2) melakukan posting jurnal jurnal transaksi/kejadian 

pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar 

masing masing rekening (rincian objek);  

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL 

(LP.SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan 

Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas 

Laporan keuangan.  

b. Bendahara PPKD  

1) mencatat dan membukukan semua penerimaan 

pendapatan kedalam buku kas penerimaan.  

2) membuat  Rekap  Penerimaan  Harian  yang  bersumber  

dari Pendapatan.  

3) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah 

setiap hari. 

c. PPKD Selaku BUD  

1) Menandatangani/mensahkan dokumen retribusi daerah.  

2) Menandatangani  laporan  keuangan  yang  telah  disusun  

oleh Fungsi Akuntansi SKPD. 

 

2. Dokumen yang Digunakan 

Kelompok 

Pendapatan 

Jenis 

Pendapatan 
Dokumen 

Pendapatan Asli 

Daerah 

Pendapatan 

Retribusi Daerah 

SKR 
Daerah/ 

STS/TBP/ 
Dokumen Lain 

yangdipersamakan 
Lain-lain PAD yang 

sah 

Pendapatan Non-

Operasional 
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3. Jurnal Standar  

Pendapatan LO diakui pada saat:  

a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga 

dengan earned; atau 

b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber 

daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai 

(realized).  

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan 

LRA diakui pada saat: 

1. diterima di rekening Kas Umum Daerah; 

2. diterima oleh SKPD; atau  

3. diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama 

BUD.  

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan 

pendapatan maka pengakuan pendapatan di PPKD dapat 

diklasifkasikan ke dalam beberapa alternatif jurnal standar 

sebagai berikut: 

a. Prosedur Pencatatan Pendapatan Non Pajak 

1) Pendapatan Non Pajak melalui Penetapan 

Ketika PPKD menerbitkan Dokumen Ketetapan yang 

mengindikasikan adanya hak Pemda atas suatu 

pendapatan. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi 

Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal. 

 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal 
No 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 

XXX Piutang Pendapatan...... XXX  

XXX 
Pendapatan Retribusi 

.....- LO 
 XXX 

 

Piutang Pendapatan atas Surat Ketetapan itu akan dibayar 

oleh Wajib Pajak yang selanjutnya akan menerima Tanda 

Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah menyetor 

Pendapatan Non Pajak melalui Penetapan.  Berdasarkan  

Dokumen  tersebut,  Fungsi Akuntansi PPKD kemudian 

akan mencatat jurnal. 
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Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal 
No 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 
XXX Kas di Kas Daerah XXX  

XXX Piutang Retribusi .....  XXX 

 

Jurnal LRA 

Tanggal 
No 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 

XXX Perubahan SAL xxxx  

XXX 
Pendapatan 

Retribusi.....LRA 
 xxxx 

 

2) Pendapatan Non Pajak Tanpa Penetapan 

Ketika Pihak   ketiga   melakukan   pembayaran   

Pendapatan Non Pajak   Tanpa Penetapan kemudian akan 

menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Berdasarkan 

Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan 

mencatat jurnal. 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal 
No 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 

XXX Kas di Kas Daerah xxxx  

XXX 
Pendapatan 

Retribusi....LO 
 xxxx 

 

Jurnal LRA 

Tanggal 
No 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 

XXX Perubahan SAL xxxx  

XXX 
Pendapatan 

Retribusi....LRA 
 xxxx 
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3) Pendapatan Non Pajak dari Hasil Eksekusi Jaminan 

Pihak ketiga melakukan pembayaran uang jaminan 

bersamaan dengan pembayaran perizinan, misal perizinan 

pemasanganiklan, kemudian akan menerima Tanda Bukti 

Pembayaran (TBP).Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi 

Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal. 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal 
No 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 

XXX Kas di Kas Daerah xxxx  

XXX Utang Jaminan…  xxxx 

 

Pada saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya, 

PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya 

telah disetorkan. Fungsi Akuntansi PPKD akan membuat 

bukti memorial terkait eksekusi jaminan. Berdasarkan 

Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan 

mencatat jurnal. 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal 
No 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 

XXX Utang Jaminan xxxx  

XXX Pendapatan.....LO  xxxx 

 

Jurnal LRA 

Tanggal 
No 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 

XXX Perubahan SAL xxxx  

XXX Pendapatan….LRA  xxxx 
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4. Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan  

Pada saat PPKD menerima hasil Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS) tentang pembagian deviden untuk 

Pemerintah Daerah maka fungsi akuntansi akan mencatat 

dengan jurnal standar:  

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal 
No 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 

XXX 
Piutang Bagian Laba 

Perusahaan ….. 
xxxx  

XXX 

Bagian Laba yang 

Dibagikan Ke Pemda 

atas Penyertaan Modal 

pada …….. - LO 

 xxxx 

 

PPKD menerima nota kredit dari bank untuk pembayaran 

deviden pemerintah daerah. Berdasarkan informasi 

tersebut, maka fungsi akuntansi akan mencatat jurnal 

standar:  

Jurnal LO atau Neraca  

Tanggal 
No 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 

XXX Kas di Kas Daerah xxx  

XXX 
Piutang Bagian Laba 

Perusahaan ….. 
 xxx 

 

Jurnal LRA 

Tanggal 
No 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 

XXX Perubahan SAL xxx  

XXX 

Bagian Laba yang 

Dibagikan Ke Pemda 

atas Penyertaan Modal 

pada Swasta - LRA 

 xxx 

 

5. Tuntutan Ganti Rugi  

 Setelah dilakukan sidang terkait dengan adanya kerugian 

daerah. Berdasarkan hasil sidang tersebut, diterbitkan 

SK pembebanan/SKP2K/SKTJM untuk ganti kerugian 

daerah, maka fungsi akuntansi melakukan pencatatan 

dalam jurnal:  
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Jurnal LO atau Neraca  

Tanggal No Bukti 
Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 

XXX 
Piutang Tuntutan Ganti 

Kerugian Daerah 
XXX  

XXX 

Tuntutan ganti 

kerugian daerah 

terhadap Bendahara-LO 

 XXX 

 

Jika PPKD menerima nota kredit bank untuk angsuran 

kerugian dari PNS atas tuntutan ganti kerugian daerah 

maka fungsi akuntansi akan mencatat jurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal 
No 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 

XXXX Kas di Kas Daerah xxx  

XXXX 

Piutang Tuntutan 

Ganti Kerugian 

Daerah 

 xxx 

 

Jurnal LRA 

Tanggal 
No 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 

XXXX Perubahan SAL xxx  

XXXX 

Tuntutan Ganti 

Kerugian Daerah-

LRA 

 xxx 
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BAB III 

SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN OPERASIONAL 

TRANSFER 

 

A. UMUM 

1. Definisi 

Pendapatan operasional transfer adalah pendapatan berupa 

penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas 

pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh 

peraturan perundang-undangan. 

 

2. Klasifikasi 

Pendap-

atan 

Transfer 

Transfer 

Pemeri-

ntah 

Pusat 

Dana 

Perimba-

ngan 

Dana 

Transfer 

Umum 

Dana 

Bagi 

Hasil 

(DBH) 

Pajak 

Sumber 

Daya Alam 

Dana Alokasi Umum 

Dana 

Transfer 

Khusus 

Dana Alokasi Khusus 

fisik 

Dana  Alokasi Khusus 

Nonfisik 

Dana Insentif Daerah 

Dana otonomi Khusus 

Dana Keistimewaan 

Dana Desa 

Transfer 

Antarda

erah 

Pendapatan Bagi Hasil 

Bantuan

Keuang-

an 

Bantuan Keuangan dari Daerah 

Provinsi 

Bantuan Keuangan dari 

Kabupaten/Kota 

  

B. SISTEM AKUNTANSI TRANSFER DI PPKD 

1. Pihak-Pihak Terkait 

Pihak-Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi transfer masuk 

dan transfer keluar antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan 
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PPKD, Bendahara Pengeluaran PPKD dan Bendahara Penerimaan 

PPKD. 

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK PPKD) 

Dalam sistem akuntansi transfer, PPK-PPKD melaksanakan 

fungsi akuntansi PPKD, memiliki tugas sebagai berikut: 

1) Mencatat transaksi/kejadian transfer berdasarkan bukti-

bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan 

Buku Jurnal LO dan Neraca;  

2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian 

pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar 

masing-masing rekening (rincian objek);  

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan 

Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), 

Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan.  

b. Bendahara Penerimaan PPKD 

1) mencatat dan membukukan semua transfer kedalam buku 

Penerimaan PPKD; 

2) membuat SPJ penerimaan.  

c. Bendahara Pengeluaran PPKD  

1) mencatat dan membukukan semua transfer ke dalam buku 

Pengeluaran PPKD; 

2) membuat SPJ pengeluaran. 

 

2. Dokumen yang digunakan 

Uraian Dokumen 

Pendapatan Transfer  

Transfer Pemerintah Pusat-Dana 

Perimbangan 

PMK/Perpres/Keputusan 

Kepala Daerah/Dokumen 

Yang Dipersamakan 

Dana Bagi Hasil Pajak 

PMK/Keputusan Kepala 

Daerah/Dokumen Yang 

Dipersamakan 

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 
PMK/Dokumen Yang 

Dipersamakan 

Dana Alokasi Umum 
PMK/Perpres/Dokumen 

Yang Dipersamakan 
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Uraian Dokumen 

Dana ALokasi Khusus 
PMK/Perpres/Dokumen 

Yang Dipersamakan 

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 

PMK/Keputusan Kepala 

Daerah/Dokumen Yang 

Dipersamakan 

Dana Penyesuaian 

PMK/Keputusan Kepala 

Daerah/Dokumen Yang 

Dipersamakan 

Transfer Pemerintah Provinsi 

PMK/Keputusan Kepala 

Daerah/Dokumen Yang 

Dipersamakan 

Pendapatan Bagi Hasil Pajak 

PMK/Keputusan Kepala 

Daerah/Dokumen Yang 

Dipersamakan 

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 

PMK/Keputusan Kepala 

Daerah/Dokumen Yang 

Dipersamakan 

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak 

Keputusan Kepala 

Daerah/Dokumen Yang 

Dipersamakan 

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan 

Lainnya 

Keputusan Kepala 

Daerah/Dokumen Yang 

Dipersamakan 

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke 

Pemerintah Lainnya 

Keputusan Kepala 

Daerah/Dokumen Yang 

Dipersamakan 

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke 

Desa 

Keputusan Kepala 

Daerah/Dokumen Yang 

Dipersamakan 

Beban Transfer Keuangan Lainnya 

Keputusan Kepala 

Daerah/Dokumen Yang 

Dipersamakan 

Tranfer/Bagi Hasil ke Kab/Kota atau ke 

Desa 
 

Bagi Hasil Pajak 

Keputusan Kepala 

Daerah/Dokumen Yang 

Dipersamakan 
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Uraian Dokumen 

Bagi Hasil Retribusi 

Keputusan Kepala 

Daerah/Dokumen Yang 

Dipersamakan 

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 

Keputusan Kepala 

Daerah/Dokumen Yang 

Dipersamakan 

Transfer Bantuan Keuangan 

Keputusan Kepala 

Daerah/Dokumen Yang 

Dipersamakan 

Bantuan Keuangan ke Pemerintah 

Lainnya 

Keputusan Kepala 

Daerah/Dokumen Yang 

Dipersamakan 

Bantuan Keuangan Lainnya 

Keputusan Kepala 

Daerah/Dokumen Yang 

Dipersamakan 

 

3. Jurnal Standar 

a. Transfer Masuk 

1) Dana Darurat 

Jika Pemerintah Daerah menerima PMK/Perpres/Surat 

Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan 

tentang dana transfer dana darurat maka fungsi akuntansi 

akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal 
Nomor

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Piutang Transfer/Dana Darurat XXX  

  XXX 
Pendapatan Transfer/Dana 

Darurat LO 
 XXX 

 

Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer 

berupa dana darurat dengan bukti pemindah bukuan/nota 

kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah 

Pusat/Pemerintah Daerah lainnya atas PMK/Perpres/Surat 

Keputusan Kepala Daerah/ Dokumen yang dipersamakan 

maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam 

jurnal standar: 
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Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal 
Nomor

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX  

  XXX Piutang Transfer/Dana Darurat  XXX 

 

Jurnal LRA 

Tanggal 
Nomor

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX  

  XXX 
Pendapatan Transfer/Dana 

Darurat LRA 
 XXX 

 

2) Dana Bagi Hasil Pajak/SDA dari Pemerintah Pusat 

Jika Pemerintah Daerah menerima PMK/ Perpres/ Dokumen 

yang dipersamakan untuk Dana Bagi Hasil Pajak/SDA 

Pemerintah Pusat maka fungsi akuntansi akan melakukan 

pencatatan dalam jurnal standar:  

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal 
Nomor

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Piutang Bagi Hasil Pajak / SDA XXX  

  XXX 
Pendapatan Bagi Hasil Pajak / 

SDA LO 
 XXX 

 

Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer 

berupa Dana Bagi Hasil Pajak/SDA Pemerintah Pusat dengan 

bukti pemindah bukuan/nota kredit dari Bank atas 

pencairan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lainnya 

atas PMK/Perpres/Surat Keputusan Kepala Daerah/ 

Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan 

melakukan pencatatan dalam jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal 
Nomor

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX  

  XXX Piutang Bagi Hasil Pajak / SDA  XXX 

 

Jurnal LRA 

Tanggal 
Nomor

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX  

  XXX 
Pendapatan Bagi Hasil Pajak 

LRA / SDA 
 XXX 
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3) Dana AlokasiUmum (DAU) 

Jika Pemerintah Daerah menerima PMK /Perpres/ Dokumen 

yang dipersamakan untuk Dana AlokasiUmum (DAU) maka 

fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal 

standar:  

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal 
Nomor

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Piutang DAU XXX  

  XXX 
PendapatanDana AlokasiUmum 

LO 
 XXX 

 

Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer 

berupa dana alokasi umum dengan bukti pemindah 

bukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari 

Pemerintah Pusat atas PMK/Perpres/Dokumen yang 

dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan 

pencatatan dalam jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal 
Nomor

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX  

  XXX Piutang DAU  XXX 

 

Jurnal LRA 

Tanggal 
Nomor

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX  

  XXX Pendapatan DAU - LRA  XXX 

 

4) Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Jika Pemerintah Daerah menerima PMK/ Perpres/ Dokumen 

yang dipersamakan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) maka 

fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal 

standar: 

 

Jurnal LO danNeraca 

Tanggal 
Nomor

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Piutang DAK XXX  

  XXX 
Pendapatan Dana Alokasi 

Khusus LO 
 XXX 
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Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer 

berupa dana alokasi umum dengan bukti pemindah bukuan 

/nota kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah Pusat 

atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan maka 

fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal 

standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal 
Nomor

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX  

  XXX Piutang DAK  XXX 

 

Jurnal LRA 

Tanggal 
Nomor

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX  

  XXX 
Pendapatan Dana Alokasi 

Khusus LRA 
 XXX 

 

C. SISTEM AKUNTANSI TRANSFER DI SKPD 

1. Pihak-Pihak Terkait 

Pihak-Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi transfer masuk 

dan transfer keluar antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan 

SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD dan Bendahara Penerimaan 

SKPD. 

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) 

Dalam sistem akuntansi transfer, PPK-SKPD melaksanakan 

fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut: 

1) Mencatat transaksi/kejadian transfer berdasarkan bukti-

bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan 

Buku Jurnal LO dan Neraca;  

2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian 

pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar 

masing-masing rekening (rincian objek);  

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan 

Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), 

Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan.  
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b. Bendahara Penerimaan SKPD 

1) mencatat dan membukukan semua transfer kedalam buku 

Penerimaan SKPD; 

2) membuat SPJ penerimaan.  

 

2. Dokumen yang digunakan 

Uraian Dokumen 

Pendapatan Transfer  

Transfer Pemerintah Pusat-Dana 

Perimbangan 

PMK/Perpres/Keputusan 

Kepala Daerah/Dokumen 

Yang Dipersamakan 

Dana Bagi Hasil Pajak 

PMK/Keputusan Kepala 

Daerah/Dokumen Yang 

Dipersamakan 

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 
PMK/Dokumen Yang 

Dipersamakan 

3. Jurnal Standar 

b. Transfer Masuk 

1) Dana Bagi Hasil Pajak/SDA dari Pemerintah Pusat 

Jika SKPD menerima PMK/Perpres/Dokumen yang 

dipersamakan untuk Dana Bagi Hasil Pajak/SDA Pemerintah 

Pusat maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan 

dalam jurnal standar:  

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal 
Nomor

Bukti 

KodeReke

ning 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Piutang Bagi Hasil Pajak/SDA XXX  

  XXX Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO  XXX 

 

Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer 

berupa Dana Bagi Hasil Pajak/SDA Pemerintah Pusat dengan 

bukti pemindah bukuan/nota kredit dari Bank atas 

pencairan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lainnya 

atas PMK/Perpres/Surat Keputusan Kepala Daerah/ 

Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan 

melakukan pencatatan dalam jurnal standar: 
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Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal 
Nomor

Bukti 

KodeReke

ning 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX RK PPKD XXX  

  XXX Piutang Bagi Hasil Pajak / SDA  XXX 

 

Jurnal LRA 

Tanggal 
Nomor

Bukti 

KodeReke

ning 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX  

  XXX 
Pendapatan Bagi Hasil Pajak 

LRA / SDA 
 XXX 

 

Jurnal di PPKD 

Tanggal 
Nomor

Bukti 

KodeReke

ning 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX  

  XXX RK SKPD  XXX 
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BAB IV 

SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA 

 

A. UMUM 

1. Definisi  

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa 

dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat 

berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya 

kewajiban. Belanja merupakan semua pengeluaran oleh 

Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran 

Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak 

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Beban 

dan Belanja gaji dicatat jumlah brutonya, yaitu nilai sebelum 

potongan-potongan. Berbagai potongan atas gaji dan tunjangan 

tidak dicatat oleh PPK-SKPD, karena akan dicatat oleh Fungsi 

Akuntansi PPKD.  

 

2. Klasifikasi  

Klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan 

Pemerintah 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut:  

BEBAN KEWENANGAN 
  

Beban Operasi – LO SKPD 

Beban Pegawai SKPD 

Beban Persediaan SKPD 

Beban Jasa SKPD 

Beban Pemeliharaan SKPD 

Beban Perjalanan Dinas SKPD 

Beban Bunga PPKD 

Beban Subsidi PPKD 

Beban Hibah PPKD&SKPD 

Beban Bantuan Sosial PPKD 

Beban Penyusutan  SKPD 

Beban Amortisasi SKPD 

Beban Penyisihan Piutang SKPD 

Beban Lain-Lain SKPD 

Defisit Non Operasional PPKD 

Beban Luar Biasa PPKD 
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Sedangkan klasifikasi belanja dalam format APBD: 

Belanja Kewenangan 

Belanja Operasi  

Belanja pegawai SKPD 

Belanja barang dan jasa SKPD 

Belanja bunga PPKD 

Belanja subsidi PPKD 

Belanja hibah *) PPKD 

Belanja bantuan social *) PPKD 

Belanja Modal  

Belanja Tanah SKPD 

Belanja Peralatan dan Mesin SKPD 

Belanja Gedung dan Bangunan SKPD 

Belanja Jalan, Irigasi, danJaringan SKPD 

Belanja Aset tetap lainnya SKPD 

Belanja Aset Lainnya SKPD 

Belanja Tidak Terduga  

Belanja Tidak Terduga PPKD 

Belanja Transfer  

Belanja Bagi Hasil Kepada PPKD 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan  
Pemerintahan  Desa  

Belanja Bantuan Keuangan Kepada PPKD 

Provinsi/Kabupaten/Kota Dan  
Pemerintahan  Desa  

 

*) Hibah dan bantuan sosial berupa uang merupakan 

kewenangan PPKD, sedangkan hibah barang dan jasa serta 

bantuan sosial berupa barang merupakan kewenangan SKPD. 

 

B. SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA DI SKPD  

1. Pihak-Pihak Terkait  

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban dan 

belanja antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-

SKPD) dan Bendahara Pengeluaran SKPD.  

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)  

Dalam sistem akuntansi Beban dan Belanja, PPK-SKPD 

melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai 

berikut:  

1) mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja 

berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke 

Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca.  
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2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian beban 

dan belanja kedalam Buku Besar masing-masing rekening 

(rincian objek). 

3) menyusun  Laporan  Keuangan,  yang  terdiri  dari  Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, 

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) , dan Catatan atas 

Laporan keuangan. 

b. Bendahara Pengeluaran SKPD  

1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan 

belanja kedalam buku kas umum SKPD. 

2) membuat SPJ atas beban dan belanja. 

 

2. Dokumen yang digunakan  

Berikut adalah klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 

12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan 

atas beban tersebut:  

Uraian  Dokumen  

Beban Operasi – LO    

Beban Pegawai 
Daftar Gaji / SP2D / Dokumen yang dipersamakan 

Beban Persediaan 
BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan 

Beban Jasa 
BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan 

Beban Pemeliharaan 
BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan 

Beban Perjalanan Dinas 
Visum/SP2D/Dokumen yang dipersamakan 

Beban Hibah 
NPHD/SP2D/Dokumen yang dipersamakan 

Beban Bantuan Sosial 
NPHD/SP2D/Dokumen yang dipersamakan 

Beban Penyusutan  
Bukti memorial/dokumen yang dipersamakan 

Beban Amortisasi 
Bukti memorial/dokumen yang dipersamakan 

Beban Penyisihan Piutang 
Bukti memorial/dokumen yang dipersamakan 

Beban Lain-Lain 
SP2D/Dokumen yang dipersamakan 

 

Berikut  adalah  klasifikasi  belanja  dalam  format  APBD: 

Uraian Dokumen 

Belanja Operasi 
 

Belanja pegawai Daftar Gaji/Kompensasi/SP2D/Dokumen 

yangdipersamakan 

Belanja barang dan jasa 
BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan 

Belanja Hibah NPHD/SP2D/Dokumen yang dipersamakan 

Belanja Bantuan Sosial NPHD/SP2D/Dokumen yang dipersamakan 

Belanja Modal 
 

Belanja Tanah 
BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan 

Belanja Peralatan dan Mesin 
BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan 

Belanja Gedung dan Bangunan 
BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan 
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Uraian Dokumen 

Belanja Jalan, Irigasi, dan 

Jaringan 
BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan 

Belanja Aset tetap lainnya 
BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan 

Belanja Aset Lainnya 
BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan 

 

3. Jurnal Standar 

a. Beban dan Belanja Pegawai 

Beban dan Belanja pegawai yang pembayarannya melalui 

mekanisme LS dimana pembayaran tersebut langsung 

ditransfer ke rekening masing-masing PNSD. Berdasarkan 

SP2D LS Gaji dan Tunjangan, maka jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 
XXX Beban Gaji Pokok XXX  

XXX         RK PPKD  XXX 

 

Jurnal LRA 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 
XXX Belanja Gaji Pokok XXX  

XXX Perubahan SAL  XXX 

 

Beban dan Belanja pegawai yang pembayarannya melalui 

mekanisme LS dimana pembayaran ditransfer ke Bendahara 

Pengeluaran kemudian oleh bendahara pengeluaran 

melakukan pembayaran ke masing-masing PNS. Berdasarkan 

SP2D LS Gaji dan Tunjangan, maka jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 
XXX Kas di Bendahara Pengeluaran XXX  

XXX       RK PPKD  XXX 

XXX XXX 
XXX Beban Gaji Pokok XXX  

XXX       Kas di Bend. Pengeluaran  XXX 

 

Jurnal LRA 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 
XXX Belanja Gaji Pokok XXX  

XXX       Perubahan SAL  XXX 
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Beban dan Belanja pegawai (misalnya pembayaran lembur) 

yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU dimana 

pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran melakukan 

pembayaran ke masing masing PNS, maka jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 
XXX Belanja Uang Lembur PNS XXX  

XXX         Kas Bend. Pengeluaran  XXX 

 

Jurnal LRA 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 
XXX Belanja Uang Lembur PNS XXX  

XXX         Perubahan SAL  XXX 

 

b. Beban dan Belanja Barang dan Jasa  

Pembelian barang dan jasa pembayarannya bisa melalui 

mekanisme SP2D LS maupun melalui SP2D UP/GU/TU. 

1) Pembelian Barang dan jasa penggunaan Penyedia Jasa 

Paket Meeting. Pelaksanaan kegiatan akan diawali dengan  

PPTK membuat Berita Acara Serah Terima dengan Pihak ke- 

Tiga, lalu kegiatan dilaksanakan. Maka, jurnal yang dibuat 

adalah: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 
XXX 

Beban Penyedia Jasa Paket 

Meeting 
XXX  

XXX          Utang Belanja Jasa  XXX 

 

Kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D 

LS maka jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 
XXX Utang Belanja Jasa XXX  

XXX           RK PPKD  XXX 
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Jurnal LRA 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 
XXX 

Belanja Penyedia Jasa Paket 

Meeting 
XXX  

XXX        Perubahan SAL  XXX 

 

2) Atau Pembelian Barang dan jasa penggunaan Penyedia Jasa 

Paket Meeting dilakukan dengan mekanisme pembayaran 

melalui SP2DUP/GU/TU maka jurnal standar:  

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 
XXX 

Belanja Penyedia Jasa Paket 

Meeting 
XXX  

XXX       Kas di Bend. Pengeluaran  XXX 

 

Jurnal LRA 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 
XXX 

Belanja Penyedia Jasa Paket 

Meeting 
XXX  

XXX       Perubahan SAL  XXX 

 

c. Hibah dan Bantuan Sosial 

Beban hibah dan Bantuan Sosial dibahas pada bab terpisah. 

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi 

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah alokasi yang 

sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan 

(depreciable assets) selama masa manfaat aset yang 

bersangkutan. Beban penyusutan SKPD jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 
XXX Beban Penyusutan XXX  

XXX       Akumulasi Penyusutan  XXX 

 

e. Beban Penyisihan Piutang 

Beban penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang 

tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan 

datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas 

lain. Jurnal standar beban penyisihan piutang: 
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Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 
XXX Beban Penyisihan Piutang XXX  

XXX       Penyisihan Piutang  XXX 

 

C. SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA DI PPKD  

1. Pihak-Pihak Terkait  

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban dan 

belanja antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-

PPKD) dan Bendahara Pengeluaran PPKD.  

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)  

Dalam sistem akuntansi Beban dan Belanja, PPK-PPKD 

melaksanakan fungsi akuntansi PPKD, memiliki tugas sebagai 

berikut: mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja 

berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku 

Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;  

1) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian 

pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar 

masing-masing rekening (rincian objek); 

2) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), 

Laporan Perubahan SAL, Laporan Arus Kas, Laporan 

Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan 

keuangan.  

b. Bendahara Pengeluaran PPKD 

1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan 

belanja kedalam buku kas umum PPKD.  

2) membuat SPJ atas beban dan belanja.  

2. Dokumen yang digunakan 

Dokumen berdasarkan klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP 

Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010:  

Uraian dokumen 
Beban Operasi – LO  

Beban Bunga SP2D/Dokumen yang dipersamakan 

Beban Subsidi SP2D/Dokumen yang dipersamakan 

Beban Bantuan Sosial  NPHD/SP2D/Dokumen yang dipersamakan 

Beban Luar Biasa  Surat Keputusan Kepala Daerah /SP2D 
/Dokumen  yang dipersamakan 

Beban Transfer   Surat Keputusan Kepala Daerah /SP2D 
/Dokumen  yang dipersamakan 
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Dokumen berdasarkan klasifikasi belanja dalam format APBD: 

Uraian Dokumen 

Belanja Operasi 
 

Belanja bunga 
SP2D/Dokumen yang dipersamakan 

Belanja subsidi 
SP2D/Dokumen yang dipersamakan 

Belanja bantuan sosial *) 
NPHD/SP2D/Dokumen yang dipersamakan 

Belanja Tidak Terduga 
 

Belanja Tidak Terduga 
Surat Keputusan Kepala Daerah /SP2D 
/Dokumen  yang dipersamakan 

Belanja Transfer 
 

Belanja Bagi Hasil 

KepadaProvinsi/Kabupaten/Kot

a danPemerintahan  Desa 

Surat Keputusan Kepala Daerah /SP2D 
/Dokumen  yang dipersamakan 

Belanja Bantuan Keuangan 

KepadaProvinsi/Kabupaten/ 
Kota DanPemerintahan  Desa 

Surat Keputusan Kepala Daerah /SP2D 

/Dokumen  yang dipersamakan 

3. Jurnal Standar  

a. Beban dan Belanja Bunga  

Pemerintah Daerah menandatangani Perjanjian Utang dengan 

pihak ketiga, dimana konsekuensi dari utang tersebut akan 

timbul adanya kewajiban bunga, berdasarkan kejadian 

tersebut maka jurnal standar:  

Jurnal LO dan Neraca  

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 
XXX 

Beban bunga utang 

pinjaman 
XXX  

XXX       Utang Bunga kpd …  XXX 

 

Pemerintah Daerah melakukan pembayaran bunga dengan 

mekanisme SP2D LS berdasarkan pembayaran SP2D LS maka 

fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal 

standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 
XXX Utang Bunga Kpd… XXX  

XXX       Kas di Kas Daerah  XXX 

 

Jurnal LRA 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 
XXX 

Belanja bunga utang 

pinjaman 
XXX  

XXX       Perubahan SAL  XXX 
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b. Beban dan Belanja Subsidi 

Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Kepala 

Daerah/Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan tentang 

pemberian subsidi kepada entitas lain. Berdasarkan Surat 

Keputusan Kepala Daerah/Perjanjian/Dokumen yang 

dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan 

pencatatan dalam jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 
XXX Beban Subsidi kpd BUMD XXX  

XXX       Utang belanja subsidi  XXX 

 

Kemudian Pemeritah Daerah melakukan pencairan subsidi 

dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan 

kepada yang berhak menerima subsidi berdasarkan kejadian 

tersebut fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam 

jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 
XXX Utang Belanja Subsidi XXX  

XXX       Kas di Kas Daerah  XXX 

 

Jurnal LRA 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 
XXX Belanja Subsidi kpd BUMD XXX  

XXX       Perubahan SAL  XXX 

 

c. Beban dan Belanja Bantuan Sosial 

Beban Bantuan Sosial dijelaskan pada bab terpisah. 

d. Beban Luar Biasa dan Belanja Tak Terduga 

Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah 

tentang kondisi darurat/luar biasa dan dilanjutkan dengan 

pengajuan Rencana Anggaran dari SKPD terkait. 

1) Penyaluran Beban Luar Biasa dan Belanja Tak Terduga 

menggunakan mekanisme SP2D LS. 
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Ketika menerima BAST dari SKPD/penyedia barang/jasa. 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 
XXX Beban Luar Biasa XXX  

XXX       Utang belanja Luar Biasa  XXX 

 

Kemudian Pemeritah Daerah melakukan pencairan dengan 

diterbitkan SP2D LS berdasarkan kejadian tersebut fungsi 

akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 
XXX Utang belanja Luar Biasa XXX  

XXX       Kas di Kas Daerah  XXX 

 

Jurnal LRA 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 
XXX Belanja Tak Terduga XXX  

XXX       Perubahan SAL  XXX 

 

2) Penyaluran Beban Luar Biasa dan Belanja Tak Terduga 

menggunakan mekanisme SP2D TU. 

Ketika penyaluran dana BTT sesuai RAB yang diajukan 

SKPD. 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 
XXX Kas Bendahara BTT XXX  

XXX       Kas di Kas Daerah  XXX 

 

Ketika menerima laporan penggunaan BTT dari Bendahara 

SKPD. 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 
XXX Beban Luar Biasa XXX  

XXX      Kas Bendahara BTT  XXX 

 

Ketika Pengembalian Kas Bendahara BTT ke Kas Daerah 

 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 
XXX Kas di Kas Daerah XXX  

XXX      Kas Bendahara BTT  XXX 
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e. Beban Transfer Bagi hasil Pajak Daerah  

Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala 

Daerah tentang Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota. 

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bagi 

hasil pajak Kabupaten/Kota maka fungsi akuntansi 

melakukan pencatatan dalam jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 

XXX 
Beban transfer bagi hasil 

pajak 
XXX  

XXX 
Utang transfer bagi hasil 

pajak 
 XXX 

 

Kemudian Pemeritah Daerah melakukan pencairan dana bagi 

hasil pajak ke Kabupaten/Kota dengan diterbitkan SP2D LS 

dan dilakukan pembayaran kepada Kabupaten/Kota 

berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan 

melakukan pencatatan dalam jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 
XXX 

Utang transfer bagi hasil 

pajak 
XXX  

XXX       Kas di Kas Daerah  XXX 

 

Jurnal LRA 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 
XXX 

Transfer bagi hasil pajak kpd 

pemerintah daerah 
XXX  

XXX       Perubahan SAL  XXX 

 

f. Beban transfer Bantuan Keuangan  

Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala 

Daerah tentang bantuan keuangan. Berdasarkan Surat 

Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan keuangan maka 

fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal 

standar:  
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Jurnal LO dan Neraca  

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 

XXX 
Beban transfer bantuan 

keuangan  
XXX  

XXX 
Utang transfer bantuan 

keuangan 
 XXX 

 

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana 

bantuan keuangan dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan 

pembayaran kepada yang berhak menerima berdasarkan 

kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan 

pencatatan dalam jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 
XXX 

Utang transfer bantuan 

keuangan 
XXX  

XXX       Kas di kas daerah  XXX 

 

Jurnal LRA 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 
XXX 

Transfer bantuan keuangan 

pemerintah kabupaten 
XXX  

XXX       Perubahan SAL  XXX 
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BAB V 

SISTEM AKUNTANSI HIBAH 

 

A. UMUM  

1. Definisi 

Pendapatan Hibah adalah penerimaan daerah dalam rupiah, 

barang, jasa dan/atau surat berharga yang berasal dari 

pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga 

internasional, pemerintah lain, badan/lembaga dalam negeri 

atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali.  

Belanja Hibah adalah belanja pemerintah dalam bentuk 

uang/barang atau jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah 

daerah lain, perusahaan daerah, kelompok masyarakat, atau 

organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan 

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta 

tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain dalam 

peraturan perundang-undangan. 

2. Klasifikasi  

Hibah di klasifikasikan menjadi Pendapatan hibah dan Belanja 

Hibah. 

 

B. SISTEM AKUNTANSI HIBAH DI SKPD  

1. Pihak-Pihak Terkait  

Pihak-Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi Hibah pada 

SKPD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-

SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD dan PA/KPA.  

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)  

Dalam sistem akuntansi Pendapatan Hibah, belanja hibah 

dan beban hibah, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi 

SKPD, memiliki tugas sebagai berikut: 

1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan hibah LO dan 

Pendapatan hibahLRA berdasarkan bukti-bukti transaksi 

yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal 

LO dan Neraca;  

2) mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja 

berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke 

Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca; 
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3) melakukan posting jurnal jurnal transaksi/ kejadian 

pendapatan LO, pendapatan LRA, Belanja dan beban 

kedalam Buku Besar masing masing rekening (rincian 

objek);  

4) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), 

Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan.  

b. Bendahara Pengeluaran SKPD  

1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban 

dan belanja kedalam buku kas umum SKPD; 

2) membuat SPJ atas beban dan belanja. 

c. PA/KPA 

1) menandatangani/mensahkan dokumen surat ketetapan 

pajak/retribusi daerah;  

2) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun 

oleh Fungsi Akuntansi SKPD. 

d. Kustodian barang Milik Negara 

Melakukan penatausahaan terhadap penerimaan dan 

pengeluaran barang baik berupa asset tetap maupun 

persediaan. 

2. Dokumen yang Digunakan  

  

Pendapatan Hibah Naskah Perjanjian Hibah 

Daerah, berita acara serah 

terima, Surat Keputusan, dan 

Dokumen Lain yang 

dipersamakan 

Belanja Hibah 

 

3. Jurnal Standar  

Jurnal yang digunakan pada saat SKPD menerima NPHD yang 

sudah ditandatangani/Dokumen lain yang dipersamakan dari 

instansi vertikal, pemerintah daerah lainnya, atau lembaga 

lainnya: 
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Tanggal 
Nomor 
Bukti 

Kode 
Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Utang Belanja …. XXX  

  XXX RK PPKD  XXX 

 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal No Bukti 
Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

xxx xxx 

XXXX 
Piutang 

Pendapatan - Hibah 
xxx  

XXXX 
Pendapatan 

Hibah ….. – LO 
 xxx 

 

Jurnal yang digunakan pada saat SKPD menerima barang hibah 

dari instansi vertikal, pemerintah daerah lainnya, atau lembaga 

lainnya: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal No Bukti 
Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

xxx xxx 

XXXX Aset/Persediaan … xxx  

XXXX 
Pendapatan 

Hibah … 
 xxx 

Jurnal LRA 

Tanggal No Bukti 
Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

xxx xxx 

XXXX Aset/Persediaan … xxx  

XXXX 
Estimasi 

Perubahan SAL 
 xxx 

 

Jurnal pada saat SKPD melakukan pembelian barang yang akan 

dihibahkan  

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal No Bukti 
Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

xxx xxx 
XXXX 

Persediaan barang/asset  

yang akan diserahkan  

kepada masyarakat/pihak ke 

tiga 

xxx  

XXXX Utang Belanja …….  xxx 

 

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk 

pembayaran perolehan Persediaan barang/aset yang akan 

diserahkan  kepada masyarakat/pihak ke tiga tersebut hingga 

SP2D LS terbit. Berdasarkan SP2D-LS tersebut PPK-SKPD akan 

membuat jurnal sebagai berikut: 

Jurnal LO atau Neraca 
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Tanggal 
Nomor 
Bukti 

Kode 
Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Belanja …. XXX  

  XXX Perubahan SAL  XXX 

 

Tanggal 
Nomor 
Bukti 

Kode 
Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Persediaan barang/asset  
yang akan diserahkan  
kepada 
masyarakat/pihak ke tiga 
…. 

XXX  

  XXX Kas di Bendahara 
Pengeluaran 

 XXX 

 

Tanggal 
Nomor 
Bukti 

Kode 
Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Belanja …. XXX  

  XXX Perubahan SAL  XXX 

 

Tanggal 
Nomor 
Bukti 

Kode 
Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Beban Persediaan … XXX  

  XXX Persediaan 
barang/asset  yang 
akan diserahkan  
kepada 
masyarakat/pihak ke 
tiga …. 

 XXX 

 

Jurnal LRA 

 

 

Apabila pembelian Persediaan barang/aset yang akan 

diserahkan  kepada masyarakat/pihak ke tiga dilakukan dengan 

mekanisme UP/GU/TU, pengakuannya dilakukan berdasarkan 

bukti pembayaran (bukti belanjanya). Berdasarkan bukti 

tersebut, PPK-SKPD akan menjurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 

 

 

 

 

 

Jurnal LRA 

 

 

Jurnal pada saat SKPD menyerahkan hibah kepada 

masyarakat/pihak ke tiga. 

Jurnal LO atau Neraca 
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BAB VI 

SISTEM AKUNTANSI BANTUAN SOSIAL 

 

A. UMUM 

1. Definisi 

Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan 

oleh Pemerintah Daerah kepada masayarakat guna melindungi 

dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. 

2. Klasifikasi 

a. Bantuan Sosial berupa uang 

b. Bantuan Sosial berupa barang 

 

B. SISTEM AKUNTANSI BANTUAN SOSIAL DI SKPD 

1. Pihak-Pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam system akuntansi Bantuan Sosial 

berupa barang antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan 

SKPD (PPK-SKPD) dan Bendahara Pengeluaran SKPD.  

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)  

Dalam sistem akuntansi Bantuan Sosial, PPK-SKPD 

melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai 

berikut:  

1) mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja 

berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke 

Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca.  

2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian 

Bantuan Sosial berupa barang kedalam Buku Besar masing-

masing rekening (rincian objek). 

3) menyusun Laporan Keuangan,  yang  terdiri dari Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, 

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) , dan Catatan atas 

Laporan keuangan. 

b. Bendahara Pengeluaran SKPD  

1) Mencatat dan membukukan pengeluaran Bantuan Sosial ke 

dalam buku kas umum SKPD. 

2) membuat SPJ pengeluaran. 
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2. Dokumen yang Digunakan 

a. Surat Keputusan Kepala Daerah; 

b. SP2D; dan 

c. Dokumen lain yang dipersamakan 

 

3. Jurnal Standar 

SKPD melakukan pembelian Barang dan jasa yang akan 

diserahkan kepada pihak ketiga dan Barang dan jasa tersebut 

telah diterima dari rekanan dengan Berita Acara Serah Terima 

dari Rekanan ke SKPD dan akan tetapi belum dilakukan 

pembayaran, serta Surat Keputusan Kepala Daerah/Dokumen  

yang  dipersamakan telah ditandatangani akan tetapi barang 

tersebut belum diserahkan ke penerima bantuan sosial. 

Berdasarkan kejadian tersebut, maka jurnal standar:  

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Persediaan Barang  yang 
akan diberikan kpd Pihak 

Ketiga 

XXX  

  XXX 
Utang Belanja Barang 

dan Jasa 
 XXX 

 

Kemudian PPK SKPD melakukan pembayaran kepada rekanan 

dengan mekanisme LS maka pencatatan atas pembayaran 

tersebut dengan jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Utang Belanja 
Barang dan Jasa 

XXX  

  XXX RK PPKD  XXX 

 

Jurnal LRA 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Belanja Bantuan 

Sosial 
XXX  

  XXX 

Estimasi 

Perubahan 
SAL 

 XXX 
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Setelah itu barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat oleh 

kepala SKPD melakukan penyerahan barang kepada penerima 

bantuan sosial dimana berdasarkan Surat Keputusan Kepala 

Daerah/Dokumen yang dipersamakan yang telah ditandatangani 

maka jurnal standar: 

 

Jurnal LO danNeraca 

Tanggal 
Nomor 
Bukti 

Kode 
Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Beban Barang yang akan 
diserahkan kpd Pihak 

Ketiga 

XXX  

  XXX 

Persediaan Barang 

yang  akan 

diserahkan kpd 
Pihak Ketiga 

 XXX 
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BAB VII 

SISTEM AKUNTANSI PIUTANG 

 

A. UMUM 

1. Definisi 

Piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat 

ini. Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar 

kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang 

dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat 

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku atau akibat lainnya yang sah. 

. 

2. Klasifikasi 

Klasifikasi 

Piutang Pajak Daerah 

Piutang Retribusi 

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Piutang Lain-lain PAD yang Sah 

Piutang Transfer Pemerintah Pusat 

Piutang Transfer Pemerintah Lainnya 

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 

Piutang Pendapatan Lainnya 

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang 

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada 

Entitas Lainnya 

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 

Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

Uang Muka 

 

3. Penyisihan Piutang 

Piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan 

nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).  Alat 

untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan 

piutang. 

Penyisihan piutang tak tertagih adalah cadangan yang 

harus dibentuk sebesar prosentase tertentu dari akun piutang 

berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Kualitas piutang 
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adalah lampiran atas ketertagihan piutang yang diukur 

berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur. 

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap 

akhir tahun ditentukan menurut kualitas piutangnya sebagai 

berikut: 

a) Piutang Pajak 

No. 
Umur Piutang 

Pajak 

Kualitas Piutang 

Pajak 

Taksiran Piutang 

Tak Tertagih 

1. 0 s/d <1 Tahun Lancar 0,5% 

2. 1 s/d 2 Tahun Kurang Lancar 10% 

3. >2 s/d 5 Tahun Diragukan 50% 

4. >5 Tahun Macet 100% 

 

b) Piutang Retribusi 

No. 
Umur Piutang 

Retribusi 

Kualitas Piutang 

Retribusi 

Taksiran Piutang 

Tak Tertagih 

1. 0 s/d 1 Bulan Lancar 0,5% 

2. >1 s/d 3 Bulan Kurang Lancar 10% 

3. >3 s/d 12 Bulan Diragukan 50% 

4. >12 Bulan Macet 100% 

 

B. SISTEM AKUNTANSI PIUTANG DI SKPD 

1. Pihak-pihak Terkait 

 Pihak-pihak yang terkait dalam system akuntansi piutang 

antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) 

dan Bendahara Penerimaan SKPD. 

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) 

Dalam sistem akuntansi piutang, PPK-SKPD 

melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai 

berikut: 

1) mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti-

bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA 

dan Buku Jurnal LO dan Neraca. 

2) Melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian 

pendapatan LO dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar 

masing-masing rekening. 
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3) Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), 

Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan. 

b. Bendahara Penerimaan SKPD. 

1) Mencatat dan membukukan semua penerimaan ke dalam 

buku kas penerimaan SKPD. 

2) membuat SPJ penerimaan. 

 

2. Dokumen yang digunakan 

Uraian Dokumen 

Piutang Pajak Daerah 
SKP Daerah/SKPDKB/Dokumen yang 

dipersamakan 

Piutang Retribusi 
SKR Daerah /Dokumen yang 

Dipersamakan 

Piutang Lain-lain PAD Yang 

Sah: 

Nota Kredit/ Sertifikat Deposito/ 

Dokumen Yang Dipersamakan 
SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ 

Dokumen Yang Dipersamakan 

Keputusan Pengadilan/ Dokumen Yang 
Dipersamakan 

• Jasa Giro/ Bunga 

Deposito 

• Tuntutan Ganti 

Kerugian Daerah 

• Piutang Hasil Eksekusi 

atas Jaminan 

 

3. Jurnal Standar 

 Pada saat Diterbitkan SKP/SKR Daerah/ Dokumen yang 

dipersamakan oleh SKPD maka jurnal standar: 

Jurnal LO danNeraca 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Piutang… XXX  

  XXX Pendapatan… LO  XXX 

 

Jika Wajib Pajak/Retribusi melakukan pembayaran maka 

jurnal standar: 

Jurnal LO danNeraca 

Tanggal 
Nomor 
Bukti 

Kode 
Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Kas di Bendahara 

Penerimaan 
XXX  

  XXX Piutang…  XXX 
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Jurnal LRA 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX  

  XXX Pendapatan… LRA  XXX 

 

Apabila Wajib Pajak/Retribusi menyetor langsung ke kas 

daerah pada bank yang ditunjuk, maka pada saat diterima Nota 

Kredit dari bank, jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal 
Nomor 
Bukti 

Kode 
Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX RK PPKD XXX  

  XXX Pendapatan… LO  XXX 

 

Jurnal LRA 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX  

  XXX Pendapatan… LRA  XXX 

 

Pada saat diterima Nota Kredit dari bank untuk 

pembayaran yang bersumber dari piutang, maka jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal 
Nomor 
Bukti 

Kode 
Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX RK PPKD XXX  

  XXX Piutang… LO  XXX 

 

Jurnal LRA 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX  

  XXX Pendapatan… LRA  XXX 

 

4. Jurnal Penyisihan 

Pada Akhir tahun, masih terdapat piutang yang belum 

dibayar oleh wajib pajak/retribusi, maka dibuat jurnal 

penyisihan: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian 

Debi

t 

Kredi

t 

XXX XXX XXX 
Beban Penyisihan Piutang 

Pajak 
XXX  

  XXX Penyisihan Piutang Pajak  XXX 

 

Nilai penyisihan yang dimasukan adalah nilai penyisihan 

yang telah dihitung berdasarkan pendekatan kualitas piutang. 



-75- 
 

C. SISTEM AKUNTANSI PIUTANG DI PPKD 

1. Pihak-pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang antara 

lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) dan 

Bendahara Penerimaan PPKD. 

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) 

Dalam system akuntansi piutang, PPK-PPKD melaksanakan 

fungsi akuntansi PPKD, memiliki tugas sebagai berikut: 

1) Mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti-

bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA 

dan Buku Jurnal LO dan Neraca. 

2) Melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian 

pendapatan LO dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar 

masing-masing rekening. 

3) Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), 

Laporan Perubahan SAL (LP SAL), Laporan Perubahan 

Ekuitas(LPE), Laporan Arus Kas(LAK), Neraca dan Catatan 

atas Laporan keuangan. 

b. Bendahara Penerimaan PPKD 

1) Mencatat dan membukukan semua penerimaan ke dalam 

buku kas penerimaan PPKD; 

2) Membuat SPJ penerimaan. 

 

2. Dokumen yang digunakan 

Uraian Dokumen 

Piutang Transfer Pemerintah 
Pusat: 

 

• Bagi Hasil Pajak PMK 

• Bukan Hasil Pajak PMK 

• DAU Perpres 

• DAK PMK 

• Bukan Hasil Pajak PMK 

Piutang Transfer Pemerintah 

Lainnya: 

• Dana Otsus 

• Dana Penyesuaian 

• Piutang Dana Bos 

Kurang Salur 

PMK 

PMK 

Keputusan Kepala Daerah/PMK/ 

Dokumen Yang Dipersamakan 

Piutang Transfer Pemerintah 

Daerah Lainnya 
 

• Bagi Hasil Pajak 

Keputusan Kepala Daerah/Dokumen 

Yang Dipersamakan 
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Uraian Dokumen 

• Bantuan Keuangan 
Keputusan Kepala Daerah/Dokumen 
Yang Dipersamakan 

• Piutang Pendapatan 
Lainnya 

Dokumen Yang Dipersamakan 

Bagian Lancar Tagihan 
Jangka Panjang 

SuratKeputusanKepala 
Daerah/Dokumen Yang Dipersamakan 

Bagian Lancar Tagihan 
Pinjaman Jangka Panjang 

Kepada Entitas Lainnya 

Surat Keputusan Kepala 

Daerah/Dokumen Yang Dipersamakan 

Bagian Lancar Tagihan 

Penjualan Angsuran 

Kontrak/Perjanjian Penjualan Secara 

Angsuran/Dokumen Yang 
Dipersamakan 

Bagian Lancar Tuntutan Ganti 
Kerugian Daerah 

Surat Keputusan Pembebanan 
Kerugian/Dokumen Yang Dipersamakan 

UangMuka 
SP2D/Nota 
Debet/DokumenYangDipersamakan 

 

3. Jurnal Standar 

Telah diterima dokumen berupa PMK/ Perpres/ Surat 

Keputusan Kepala Daerah /Kontrak / Surat Perjanjian/ Dokumen 

yang dipersamakan dan belum diterima pembayaran maka fungsi 

akuntansi akan melakukan jurnal standar: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Piutang XXX  

  XXX Pendapatan.… LO  XXX 

 

Telah diterima Nota Kredit dari bank/bukti tanda terima 

pembayaran/bukti penerimaan kas/dokumen yang dipersamakan 

dimana terjadi pemindah bukuan ke kas daerah, oleh karena itu 

bendahara penerimaan akan mencatat sebagai penerimaan kas 

untuk pelunasan piutang, maka fungsi akuntansi melakukan 

jurnal standar: 

Jurnal LO danNeraca 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 
XXX Kas di Kas Daerah XXX  

XXX Piutang….  XXX 

 

Jurnal LRA 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX  

  XXX Pendapatan…LRA  XXX 
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BAB VIII 

SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN 

 

A. UMUM 

1. Definisi 

Persediaan merupakan aset yang berupa: 

a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam 

rangka kegiatan operasional pemerintah daerah; 

b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan 

dalam proses produksi; 

c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk 

dijual atau diserahkan kepada masyarakat; 

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan daerah. 

 

2. Klasifikasi 

a. Persediaan alat tulis kantor; 

b. Persediaan alat listrik dan elektronik; 

c. Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya; 

d. Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih; 

e. Persediaan bahan kebutuhan medis; 

f. Persediaan cindramata; 

g. Persediaan bahan baku bangunan; 

h. Persediaan bahan/bibit tanaman; 

i. Persediaan bibit ternak; 

j. Persediaan bahan obat-obatan; 

k. Persediaan bahan kimia; 

l. Persediaan bahan pokok natura; 

m. Persediaan bahan makanan pokok; dan 

n. Persediaan barang yang akan di berikan kepada pihak ketiga. 

 

3. Metode 

Pencatatan Persediaan menggunakan metode FIFO (First In First 

Out). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli 

akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. 
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Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga 

perolehan terakhir. 

 

B. SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN DI SKPD 

1. Pihak-Pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi Persediaan 

antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) 

dan Bendahara Pengeluaran SKPD.  

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)  

Dalam sistem akuntansi Persediaan PPK-SKPD melaksanakan 

fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:  

1) Mencatat transaksi/kejadian persediaan berdasarkan bukti-

bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan 

Buku Jurnal LO dan Neraca.  

2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian 

Persediaan ke dalam Buku Besar masing-masing rekening 

(rincian objek). 

3) Menyusun Laporan Keuangan,  yang  terdiri dari Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, 

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) , dan Catatan atas 

Laporan Keuangan. 

 

b. Bendahara Pengeluaran SKPD  

1) mencatat dan membukukan pengeluaran kas ke dalam 

buku kas umum SKPD. 

2) membuat SPJ pengeluaran. 

 

c. Bendahara Pengurus Barang SKPD 

1) Mencatat dan membukukan keluar masuk persediaan. 

2) Membuat laporan Stock Opname. 

 

2. Dokumen yang Digunakan 

a. Berita Acara Serah Terima Barang; 

b. Bukti Belanja Persediaan; 

c. Berita Acara Pemeriksaan Barang; 

d. SP2D LS; dan 

e. Dokumen lain yang dipersamakan. 
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3. Jurnal Standar 

Ketika SKPD melakukan pembelian persediaan dengan 

menggunakan UP, bendahara pengeluaran SKPD akan 

menyerahkan bukti belanja persediaan kepada PPK SKPD. Bukti 

transaksi ini akan menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk 

menjurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal 
Nomor 
Bukti 

Kode 
rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Persediaan XXX  

  XXX 
Kas di Bendahara 

Pengeluaran 
 XXX 

 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor 
Bukti 

Kode 
rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Belanja Persediaan … XXX  

  XXX Perubahan SAL  XXX 

 

Jika SKPD melakukan pembelian persediaan dengan 

menggunakan LS, pengakuan persediaan dilakukan berdasarkan 

Berita Acara Serah Terima Barang. Berita Acara Serah Terima 

Barang tersebut menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk menjurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Persediaan …. XXX  

  XXX 
Utang Belanja 

Barang dan Jasa 
 XXX 

 

Ketika SP2D LS untuk pembayaran persediaan terbit, PPK-SKPD 

akan menjurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode 

rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Utang Belanja Barang 

dan Jasa 

XXX  

  XXX            RK PPKD  XXX 

 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor 
Bukti 

Kode 
rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Belanja Persediaan … XXX  

  XXX           Perubahan SAL  XXX 
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Pada akhir periode (bulanan, triwulanan, semesteran), sebelum 

menyusun laporan keuangan, pengurus barang akan melakukan 

stock opname untuk mengetahui sisa persediaan yang dimiliki. 

Berdasarkan beritaa cara hasil perhitungan persediaan akhir 

tahun (stock opname), PPK-SKPD akan menjurnal sebagai berikut: 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode 

rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Beban Persediaan … XXX  

  XXX            Persediaan …  XXX 

 

C. SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN DI PPKD 

PPKD hanya mencatat transaksi saat SKPD membeli persediaan 

dengan menggunakan LS. Transaksi dicatat saat SP2D LS terbit 

dengan jurnal : 

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode 

rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX RK SKKD XXX  

  XXX       Kas di Kas Daerah  XXX 
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BAB IX 

SISTEM AKUNTANSI INVESTASI 

 

A. UMUM 

1. Definisi 

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh 

manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat 

sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah 

daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi 

merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah 

daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk 

memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan 

memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi 

jangka pendek dalam rangka manajemen kas. 

2. Klasifikasi 

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu 

investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos 

investasi menurut PSAP Nomor 06 tentang Investasi antara lain: 

a. Investasi Jangka Pendek 

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki 

karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam 

waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka 

pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas 

dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut 

jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek 

biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda 

dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi 

Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa 

jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya. 

 

b. Investasi Jangka Panjang 

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang 

pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. 

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu: 

1) Investasi Jangka Panjang Non permanen 

Investasi jangka panjang non permanen merupakan 

investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki 



-82- 
 

 
 

  

 Investasi dalam Obligasi 

Investasi dalam Proyek 

Pembangunan 

Dana Bergulir 

Deposito Jangka Panjang 

Investasi Non Permanen Lainnya 

Investasi Jangka Panjang 

Permanen 

Penyertaan Modal Kepada BUMN 

Penyertaan Modal Kepada BUMD 

Penyertaan Modal Kepada Badan 

Usaha Milik Swasta 

Investasi Permanen Lainnya 

 

  

Investasi Jangka Pendek Investasi dalam Saham 

Investasi dalam Deposito 

Investasi dalam SUN 

Investasi dalam SBI 

Investasi dalam SPN 

Investasi Jangka Pendek BLUD 

Investasi Jangka Pendek Lainnya 

Investasi Jangka Panjang 

Non Permanen 

Investasi kepada Badan Usaha 

Milik Negara 

Investasi kepada Badan Usaha 

Milik Daerah 

Investasi kepada Badan Usaha 

Milik Swasta 

 

secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual 

atau ditarik kembali. 

2) Investasi Jangka Panjang Permanen 

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi 

jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara 

berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau 

ditarik kembali. 

Dalam Bagan Akun Standar, investasi diklasifikasikan sebagai 

berikut: 
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Uraian Dokumen 

 Investasi Jangka 

Pendek Lainnya 

- 

Investasi 

Jangka Panjang 
Non Permanen 

Investasi kepada 

Badan Usaha Milik 
Negara 

SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika 

Berupa aset)/Nota Kredit/ 
Dokumen yang Dipersamakan 

 Investasi kepada 

Badan Usaha Milik 
Daerah 

SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika 

Berupa aset)/Nota Kredit/ 
Dokumen yang Dipersamakan 

 Investasi kepada 

Badan Usaha Milik 
Swasta 

SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika 

Berupa aset)/Nota Kredit/ 
Dokumen yang Dipersamakan 

 Investasi dalam 

Obligasi 

SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika 

Berupa aset)/Nota Kredit/ 

Dokumen yang Dipersamakan 

 

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi investasi antara 

lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) dan 

PPKD. 

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) 

Dalam sistem akuntansi investasi, PPK-PPKD melaksanakan 

fungsi akuntansi PPKD yang memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Mencatat transaksi/kejadian investasi berdasarkan bukti-

bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum. 

b. Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke 

dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek). 

c. Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), 

Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan 

Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan 

atas Laporan Keuangan (CaLK). 

2. PPKD 

Dalam sistem akuntansi investasi, PPKD memiliki tugas: 

a. Menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum 

diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang 

dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD 

b. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD. 

 

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN  

Berikut disajikan dokumen utama terkait dengan sistem akuntansi 

Investasi pada PPKD: 
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Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Investasi Jangka Pendek XXX  

  XXX Kas di Kas Daerah  XXX 

 

 

 

D. JURNAL STANDAR DAN ILUSTRASI 

1. Perolehan Investasi 

a. Perolehan Investasi (Investasi Jangka Pendek) 

Ketika pemerintah daerah melakukan 

pembentukan/pembelian investasi jangka pendek dalam 

rangka manajemen kas, fungsi akuntansi PPKD mencatat 

jurnal: 

Jurnal LO dan Neraca 

J 

Uraian Dokumen 

 Investasi dalam 

Proyek Pembangunan 

SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika 

Berupa aset)/Nota Kredit/ 

Dokumen yang Dipersamakan 

 Dana Bergulir SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika 

Berupa aset)/Nota Kredit/Dokumen 

yang Dipersamakan 
 Deposito Jangka 

Panjang 

SP2D-LS (jika tunai)/Nota Kredit/ 

Dokumen yang Dipersamakan 

 Investasi Non 

Permanen Lainnya 

SP2D-LS (jika tunai), BAST (jika 

Berupa aset)/Dokumen yang 

Dipersamakan 

Investasi 

Jangka Panjang 
Permanen 

Penyertaan Modal 

Kepada BUMN 

SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika 

Berupa aset)/Nota Kredit/ Dokumen 
yang Dipersamakan 

 Penyertaan Modal 

Kepada BUMD 

SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika 

Berupa aset)/Nota Kredit/Dokumen 

yang Dipersamakan 

 Penyertaan Modal 

Kepada Badan Usaha 
Milik Swasta 

SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika 

Berupa aset)/Nota Kredit/Dokumen 
yang Dipersamakan 

 Investasi Permanen 

Lainnya 

SP2D-LS (jika tunai),/BAST (jika 

Berupa aset)/Nota Kredit/Dokumen 
yang Dipersamakan 

Investasi 

Jangka Pendek 

Investasi dalam 

Saham 

SertifikatSaham/Nota Kredit/ 

Dokumen yang Dipersamakan 

 Investasi dalam 

Deposito 

Sertifikat Deposito/Nota Kredit/ 

Dokumen yang Dipersamakan 

 Investasi dalam SUN Sertifikat Obligasi/SUN/Nota 

Kredit/Dokumen yang 

Dipersamakan 

 Investasi dalam SBI Sertifikat SBI/Nota Kredit/ 

Dokumen yang Dipersamakan 

 Investasi dalam SPN Sertifikat SPN/Nota Kredit/ 

Dokumen yang Dipersamakan 
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Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Pengeluaran Pembiayaan – 

Penyertaan Modal/Investasi 
Pemda 

XXX  

  XXX Perubahan SAL  XXX 

 

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Investasi Jangka Panjang 
Permanen 

XXX  

  XXX Perubahan SAL  XXX 

 

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Pengeluaran Pembiayaan – 
Dana Bergulir 

XXX  

  XXX Perubahan SAL  XXX 

 

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Investasi Jangka Panjang  Non 

Permanen 

XXX  

  XXX Kas di Kas Daerah  XXX 

 

b. Perolehan Investasi (Investasi Jangka Panjang) 

Perolehan investasi dicatat ketika penyertaan modal dalam 

peraturan daerah direalisasikan. Pencatatan dilakukan oleh 

fungsi akuntansi PPKD berdasarkan SP2D-LS (jika tunai) yang 

menjadi dasar pencairan pengeluaran pembiayaan untuk 

investasi tersebut. 

Fungsi akuntansi PPKD mencatat perolehan investasi jangka 

Panjang dengan jurnal: 

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen 

Jurnal LO dan Neraca 

 

 

 

Jurnal LRA 

 

 

 

 

2) Investasi Jangka Panjang Permanen 

Jurnal LO dan Neraca 

 

 

 

Jurnal LRA 

 

 

 

 

2. Hasil Investasi 

c. Hasil Investasi Jangka Pendek 

Hasil investasi jangka pendek berupa pendapatan bunga. 

Pendapatan bunga ini biasanya diperoleh bersamaan dengan 

pelepasan investasi jangka pendek tersebut, sehingga 

pembahasannya akan digabungkan ke sub bagian pelepasan 

investasi. 
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Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Perubahan SAL   

  XXX Pendapatan Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan-LRA 

 XXX 

 

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX  

  XXX Piutang Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 

 XXX 

 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Piutang Hasil Pengelolaan 

Kekayaaan Daerah yang Dipisahkan 

XXX  

  XXX Pendapatan Hasil Pengelolaan 

Kekayaaan Daerah yang 
Dipisahkan-LO 

 XXX 

 

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX  

  XXX Pendapatan Bunga … - LRA  XXX 

 

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah 

 

XXX  

  XXX Pendapatan Bunga .. -  LO  XXX 

 

Jurnal LO dan Neraca 

 

 

Jurnal LRA 

 

 

 

d. Hasil Investasi Jangka Panjang 

1) Metode Biaya 

Dalam metode biaya, keuntungan/kerugian perusahaan 

tidak mempengaruhi investasi yang dimiliki pemerintah 

daerah. Pemerintah daerah hanya menerima dividen yang 

dibagikan oleh perusahaan. Berdasarkan pengumuman 

pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan 

investee, PPKD dapat mengetahui jumlah dividen yang akan 

diterima pada periode berjalan. Selanjutnya fungsi 

akuntansi PPKD menjurnal: 

Jurnal LO dan Neraca 

 

Pada saat perusahaan investor membagikan dividen tunai 

kepada pemerintah daerah, fungsi akuntansi PPKD 

mencatat jurnal: 

Jurnal LO dan Neraca 

 

 

 

 

Jurnal LRA 
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Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX  

  XXX Pendapatan Bunga Dana Bergulir 

– LRA 

 XXX 

 

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX  

  XXX Pendapatan Bunga Dana 

Bergulir – LO 

 XXX 

 

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX  

  XXX Pendapatan Hasil Pengeloaan 

Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan-LRA 

 XXX 

 

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX  

  XXX Investasi Jangka Panjang  XXX 

 
Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Investasi Jangka Panjang... XXX  

  XXX Pendapatan Hasil Pengelolaan 

Kekayaaan Daerah yang 

Dipisahkan-LO 

 XXX 

 

2) Metode Ekuitas 

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tempat 

pemerintah daerah berinvestasi, PPKD dapat mengetahui 

jumlah keuntungan perusahaan pada periode berjalan. 

Dalam metode ekuitas, keuntungan yang diperoleh 

perusahaan akan mempengaruhi jumlah investasi yang 

dimiliki pemerintah daerah.  

Pada saat perusahaan membagikan dividen, fungsi 

akuntansi PPKD akan mencatat penerimaan dividen (tunai) 

tersebut dengan jurnal: 

Jurnal LO dan Neraca 

 

 

 

 

 

 

Jurnal LRA 

 

 

 

 

3) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan 

Ketika pendapatan bunga dari investasi jangka panjang non 

permanen (misalnya pendapatan bunga dari dana bergulir) 

telah diterima, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat 

penerimaan bunga dengan jurnal: 

Jurnal LO dan Neraca 

 

 

Jurnal LRA 
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Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX  

  XXX Penerimaan Pembiayaan – Hasil 

Penjualan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 

 XXX 

 

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX  

  XXX Investasi Jangka Panjang  XXX 

  XXX Surplus Pelepasan Investasi 

Jangka Panjang-LO 

 XXX 

 

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX  

  XXX Pendapatan ... – LRA  XXX 

 

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX  

  XXX Pendapatan .... – LO  XXX 

  XXX Investasi Jangka Pendek  XXX 

 

e. Pelepasan Investasi 

1) Pelepasan Investasi Jangka Pendek 

Ketika dilakukan pelepasan investasi jangka pendek, 

berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki PPKD, Fungsi 

Akuntansi PPKD melakukan pencatatan dengan menjurnal: 

Jurnal LO dan Neraca 

 

 

 

Jurnal LRA 

 

 

 

2) Pelepasan Investasi Jangka Panjang 

Ketika dilakukan pelepasan investasi jangka panjang 

misalnya saham, berdasarkan dokumen transaksi yang 

dimiliki PPKD, fungsi akuntansi PPKD melakukan 

pencatatan dengan menjurnal: 

Jurnal LO danNeraca 

 

 

 

 

Jurnal LRA 

 

 

 

 

Dalam hal Investasi dilaksanakan oleh BLUD, dokumen yang 

digunakan dan jurnal standar sama dengan PPKD hanya akun 

kas yang digunakan adalah Kas di Bendahara BLUD. 
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BAB X 

SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP 

 

A. UMUM  

1. Definisi  

PSAP Nomor 7 menyatakan bahwa aset tetap adalah aset 

berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan 

untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam 

kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.  

Dari definisi tersebut, terdapat beberapa kriteria yang harus 

dipenuhi agar suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap, yaitu (1) 

berwujud, (2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, (3) 

biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, (4) tidak 

dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan (5) 

diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.  

2. Klasifikasi  

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat 

atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset 

tetap menurut PSAP Nomor 7 adalah sebagai berikut:  

a. Tanah  

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah 

yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan 

operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap 

dipakai. 

b. Peralatan dan Mesin  

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan 

bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan 

lainnya yang nilainya signifikan, masa manfaatnya lebih dari 

12 bulan, dan dalam kondisi siap pakai. 

c. Gedung dan Bangunan 

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan 

bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai 

dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam 

kondisi siap dipakai. 
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d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan 

jaringan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah 

daerah; dan dalam kondisi siap dipakai. 

e. Aset Tetap Lainnya 

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat 

dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang 

diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional 

pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang 

sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan 

keuangan belum selesai seluruhnya. 

Dalam Bagan Akun Standar Permendagri Nomor 64 Tahun 

2013, kode rekening untuk jenis aset tetap sama dengan 

pengklasifikasian di PSAP Nomor 7 di atas. Namun demikian, 

obyek dan rincian obyeknya didetailkan dengan lebih rinci. 

B. PIHAK–PIHAK YANG TERKAIT 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap antara 

lain adalah: 

1. Bendahara Barang atau Pengurus Barang 

2. Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara barang/pengurus 

barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan 

dokumen-dokumen atas pengelolaan aset tetap. 

3. Bendahara Pengeluaran 

Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara pengeluaran 

bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-

dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan aset tetap. 

4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat pelaksana teknis 

kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban 

pengeluaran pelaksanaan pengadaan aset tetap. 

5. Pejabat Penatausahaan Keuangan 

Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat penatausahaan 

keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi 
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aset tetap yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan 

keuangan SKPD. 

 

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset 

tetap antara lain adalah: 

1. Bukti Belanja/Pembayaran Aktiva Tetap 

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan 

jurnal pengakuan aktiva tetap dan belanja modal dengan cara 

pembayaran UP. 

2. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan 

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan 

jurnal atas pengakuan aktiva tetap dengan cara pembayaran LS. 

3. SP2D LS 

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan 

belanja modal dengan cara pembayaran LS. 

4. Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset 

Tetap 

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan 

reklasifikasi aset tetap menjadi aset lainnya. 

5. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset 

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan 

penghapusan aset tetap. 

6. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan 

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan 

aset tetap konstruksi dalam pekerjaan. 

 

D. JURNAL STANDAR 

Dalam transaksi pembelian aset tetap yang menggunakan 

mekanisme LS, aset tetap diakui ketika telah terjadi serah terima 

barang dari pihak ketiga dengan SKPD terkait. Berdasarkan bukti 

transaksi berupa Berita Acara Penerimaan Barang atau Berita 

Acara Serah Terima, PPK-SKPD membuat bukti memorial aset 

tetap yang kemudian diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. 

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, PPK-SKPD akan 

mengakui adanya penambahan aset tetap dengan jurnal: 
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Tanggal 
Nomor 
Bukti 

Kode 
Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Utang Belanja Modal …. XXX  

  XXX RK PPKD  XXX 

 

Tanggal 
Nomor 
Bukti 

Kode 
Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Belanja Modal …. XXX  

  XXX Perubahan SAL  XXX 

 

Tanggal 
Nomor 
Bukti 

Kode 
Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Aset Tetap …. XXX  

  XXX Kas di Bendahara 
Pengeluaran 

 XXX 

 

Tanggal 
Nomor 
Bukti 

Kode 
Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Belanja Modal …. XXX  

  XXX Perubahan SAL  XXX 

 

Jurnal LO dan Neraca 

 

 

 

 

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk 

pembayaran perolehan aset tetap tersebut hingga SP2D LS terbit. 

Berdasarkan SP2D-LS tersebut PPK-SKPD akan membuat jurnal 

sebagai berikut: 

Jurnal LO atau Neraca 

 

 

 

 

Jurnal LRA 

 

 

Apabila pembelian aset tetap dilakukan dengan mekanisme 

UP/GU/TU, pengakuannya dilakukan berdasarkan bukti 

pembayaran (bukti belanjanya). Berdasarkan bukti tersebut, PPK-

SKPD akan menjurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 

 

 

 

Jurnal LRA 

 

 

menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka 

digunakan nilai wajar pada saat perolehan. Untuk aset tetap yang 

dibangun dengan cara swakelola, biaya perolehannya meliputi 

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Aset Tetap …. XXX  

  XXX Utang Belanja Modal ….  XXX 
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Tanggal 
Nomor 
Bukti 

Kode 
Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Aset Tetap …. XXX  

  XXX Kas di Bendahara 
Pengeluaran 

 XXX 

 

biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak 

langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, 

perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya 

lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap 

tersebut. 

E. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN 

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran 

pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

1. Menambah manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara 

yang dapat berupa: 

a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau 

b) bertambah umur ekonomis, dan/atau 

c) bertambah volume, dan/atau 

d) bertambah kapasitas produksi. 

2. Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut 

harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum 

kapitalisasi aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah 

penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, 

reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan minimum 

kapitalisasi ini harus dituangkan di dalam kebijakan akuntansi 

di masing-masing entitas pelaporan. 

Sebagai contoh, SKPD ABC melakukan renovasi aset tetapnya 

sehingga masa manfaat aset tetap tersebut bertambah, misalnya 

umur ekonomis bertambah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. 

Biaya renovasi telah melebihi satuan minimum kapitalisasi. Atas 

transaksi ini, PPK-SKPD menjurnal kapitalisasi sebagai berikut: 

 

 Jurnal LO atau Neraca 
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Tanggal 
Nomor 
Bukti 

Kode 
Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Belanja Modal …. XXX  

  XXX Perubahan SAL  XXX 

 

Jurnal LRA 

 

 

 

F. PELEPASAN ASET TETAP  

Pelepasan aset tetap dapat terjadi karena proses penghapusan aset 

tetap yang dapat diikuti dengan proses pemindahtanganan, seperti 

penjualan, maupun pemusnahan aset tetap.  

Untuk penghapusan aset tetap dengan pemusnahan, PPK SKPD 

akan membuat bukti memorial yang dibuat berdasarkan SK Kepala 

Daerah tentang penghapusan aset tetap. Setelah bukti memorial 

tersebut diotorisasi oleh pengguna anggaran, PPK SKPD kemudian 

membuat jurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 

 

Jurnal LO dan Neraca 

 

Sedangkan untuk penghapusan aset tetap yang diikuti dengan 

proses penjualan, SKPD harus menyerahkan aset tetap tersebut 

kepada PPKD, sebab kewenangan untuk menjual aset tetap ada di 

PPKD. Namun demikian, PPK SKPD tetap mencatat penghapusan 

aset tetap tersebut. Jurnal penghapusan aset tetap untuk aset yang 

akan diserahkan ke PPKD untuk kemudian dijual, yaitu: 

 

Tanggal 
Nomor 
Bukti 

Kode 
Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Akumulasi Penyusutan …. XXX  

  XXX Aset Lainnya XXX  

  XXX Aset Tetap ….  XXX 

Tanggal 
Nomor 
Bukti 

Kode 
Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Defisit Penghapusan Aset 

Non Lancar 

XXX  

  XXX Aset Lainnya  XXX 
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Tanggal Nomor 
Bukti 

Kode 
Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Akumulasi Penyusutan …. XXX  

  XXX Aset Lainnya XXX  

  XXX Aset Tetap ….  XXX 

 

 

Tanggal 
Nomor 
Bukti 

Kode 
Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX RK PPKD XXX  

  XXX Aset Lainnya  XXX 

 

Tanggal 
Nomor 
Bukti 

Kode 
Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Aset Lainnya XXX  

  XXX RK SKPD  XXX 

 

Tanggal 
Nomor 
Bukti 

Kode 
Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX  

  XXX Aset Lainnya  XXX 

  XXX Surplus Penjualan Aset Non 
Lancar 

 XXX 

 

Jurnal LO atau Neraca 

 

 

 

 

 

Jurnal LO dan Neraca 

 

 

 

 

Setelah menerima pelimpahan aset dari SKPD, Fungsi Akuntansi 

PPKD menjurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 

 

 

 

Pada saat aset tersebut telah dijual oleh PPKD, berdasarkan bukti 

transaksi penjualan, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 

 

 

 

 

 

 

Jurnal LRA 

 

Atau 

Tanggal 
Nomor 
Bukti 

Kode 
Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX X.X.X.X
X.XX 

Perubahan SAL XXX  

  X.X.X.X
X.XX 

Hasil Penjualan Aset Daerah 
yang Tidak Dipisahkan 

 XXX 
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BAB XI 

SISTEM AKUNTANSI KERUGIAN DAERAH 

 

A. UMUM 

Definisi Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, 

dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat 

perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Pengakuan 

atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang 

disebabkan oleh Bendahara dapat terdiri dari: 

a. Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan 

barang milik Negara. Diakui pada saat terbukti berdasarkan 

fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan 

kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara tersebut dari 

jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya. 

b. Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan. Diakui di 

neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada saat 

terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK. 

c. Pengakuan Beban Apabila kekurangan kas tersebut terbukti 

bukan kesalahan bendahara, maka akan diakui sebagai beban 

non operasional. 

  

B. SISTEM AKUNTANSI KERUGIAN DAERAH  

1. Pihak-pihak yang terkait dalam system akuntansi Kerugian 

Daerah antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD 

(PPK-PPKD) dan Bendahara Penerimaan PPKD. 

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) 

Dalam sistem akuntansi Kerugian Daerah, PPK-PPKD 

melaksanakan fungsi akuntansi PPKD, memiliki tugas 

sebagai berikut: 

1) Mencatat transaksi/kejadian Kerugian Daerah 

berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke 

Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca. 

2) Melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian 

pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar 

masing-masing rekening. 
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Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Bagian Lancar Tuntutan Ganti 

Kerugian Daerah terhadap 
Pegawai Bukan Bendahara 

XXX  

  XXX Tuntutan Ganti Kerugian 

Daerah terhadap Pegawai 
Bukan Bendahara 

 XXX 

 

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX  

  XXX Bagian Lancar Tuntutan 

Ganti Kerugian Daerah 
terhadap Pegawai Bukan 
Bendahara 

 XXX 

 

3) Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), 

Laporan Perubahan SAL (LP SAL), Laporan Perubahan 

Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan 

Catatan atas Laporan keuangan. 

b. Bendahara Penerimaan PPKD 

1) Mencatat dan membukukan semua penerimaan kedalam 

buku kas penerimaan PPKD; 

2) Membuat SPJ penerimaan. 

 

2. Dokumen yang digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam akuntansi kerugian daerah 

adalah SKP2KS/SKP2K/SKTJM/Dokumen Yang Dipersamakan 

Keputusan Pengadilan/Dokumen Yang Dipersamakan. 

 

3. Jurnal Standar 

Jurnal Standar – Pengakuan Tuntutan Ganti Kerugian: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal 
Nomor 
Bukti 

Kode 
Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Tuntutan Ganti Kerugian Daerah … XXX  

  XXX Pendapatan.… -LO  XXX 

 

Jurnal Standar – Reklasifikasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

ke Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

         Jurnal LO dan Neraca 

 

 

 

 

Ketika diterima pembayaran dari pegawai yang terkena kasus TGR 

ini, fungsi akuntansi PPKD akan menjurnal: 

Jurnal Standar – Penerimaan Pembayaran Bagian Lancar 

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. 

Jurnal LO dan Neraca 
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Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX  

  XXX Pendapatan Tuntutan Ganti 

Kerugian Daerah terhadap 

Pegawai Bukan Bendahara-LRA 

 XXX 

 

Jurnal LRA 
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Aset Tidak Berwujud Software komputer 

   Lisensi dan franchise  

  Hak Paten dan Hak Cipta 

 Hasil kajian/pengembangan yang 

memberikan manfaat jangka 

panjang 

 Aset tak berwujud yang 

mempunyai nilai sejarah/budaya 

 Aset tak berwujud dalam 

Pengerjaan 

 

BAB XII 

SISTEM AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD 

A. UMUM 

1. Definisi 

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat 

diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki 

untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau 

digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan 

intelektual. Definisi  aset tak berwujud    mensyaratkan  bahwa  

aset tak berwujud harus  memenuhi  kriteria  dapat 

diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi 

manfaat ekonomi masa depan. 

2. Klasifikasi 

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi Aset Tak Berwujud 

pada SKPD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 

(PPK-SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran 

SKPD dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

(PA/KPA). 

a. PPK-SKPD 

Dalam sistem akuntansi Aset Tak Berwujud, PPK-SKPD 

melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai 

berikut: 

1) Mencatat transaksi/kejadian Aset Tak Berwujud 

berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku 

Jurnal Umum. 
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2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian Aset Tak 

Berwujud ke dalam Buku Besar masing-masing rekening 

(rincian objek). 

3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), 

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan 

atas Laporan Keuangan (CaLK). 

b. Bendahara Pengeluaran SKPD 

Dalam sistem akuntansi Aset Tak Berwujud, Bendahara 

Pengeluaran SKPD memiliki tugas menyiapkan dan 

menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait 

dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi Aset Tak 

Berwujud ke PPK-SKPD. 

c. PA/KPA 

Dalam sistem akuntansi Aset Tak Berwujud, PA/KPA memiliki 

tugas: 

1) Menandatangani laporan keuangan SKPD sebelum 

diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang 

dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD pada PPKD (PPK-

PPKD). 

2) Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab 

PA/KPA. 

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 

Berikut disajikan dokumen terkait dengan sistem akuntansi Aset 

tidak berwujud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian Dokumen 

Aset Tidak 

Berwujud 

 Software komputer 

 

Surat/Ijin dari pemegang 
Haki/Dokumen yang 
Dipersamakan 

 Lisensi dan Frenchise Surat/Ijin dari pemegang 

Haki/Dokumen yang 
Dipersamakan 

 Hak Paten dan Hak Cipta Haki/Dokumen yang 

Dipersamakan 

 Hasil kajian/pengembangan yang 

memberikan manfaat jangka 

panjang 

BAST/Dokumen yang 

Dipersamakan 

 Aset tak berwujud yang 

mempunyai nilai sejarah/budaya 

Paten/Dokumen yang 

Dipersamakan 

 Aset tak berwujud dalam 

Pengerjaan 

Berita Acara Pemeriksaan 

Kemajuan Pekerjaan 
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Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Aset tidak berwujud. XXX  

  XXX Utang ….  XXX 

 

Tanggal 
Nomor 
Bukti 

Kode 
Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Utang…. XXX  

  XXX RK PPKD  XXX 

 

Tanggal 
Nomor 
Bukti 

Kode 
Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Belanja Modal …. XXX  

  XXX Perubahan SAL  XXX 

 

Tanggal 
Nomor 
Bukti 

Kode 
Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Aset Tidak Berwujud …. XXX  

  XXX Kas di Bendahara 
Pengeluaran 

 XXX 

 

D. JURNAL STANDAR 

Pada saat aset tidak berwujud diperoleh, maka fungsi akuntansi 

SKPD membuat jurnal pengakuan aset tidak berwujud. Jurnal 

Standar Pengakuan Aset Tidak Berwujud 

Jurnal LO dan Neraca 

 

 

 

 

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran 

perolehan Aset Tidak Berwujud tersebut hingga SP2D LS terbit. 

Berdasarkan SP2D-LS tersebut fungsi akuntansi SKPD akan 

membuat jurnal sebagai berikut: 

 

Jurnal LO atau Neraca 

 

 

 

 

Jurnal LRA 

 

 

Apabila pembelian Aset Tidak Berwujud dilakukan dengan 

mekanisme UP/GU/TU, pengakuannya dilakukan berdasarkan 

bukti pembayaran (bukti belanjanya). Berdasarkan bukti tersebut, 

PPK-SKPD akan menjurnal: 

Jurnal LO atau Neraca 

 

 

 

Alokasi yang sistematis atas nilai perolehan suatu aset tidak 

berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang 

bersangkutan (Asumsi ada masa manfaatnya) disebut amortisasi. 
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Amortisi terhadap aset tidak berwujud dilakukan dengan metode 

garis lurus. Jurnal Standar Pengakuan Amortisasi Aset Tidak 

Berwujud. 

Jurnal LO dan Neraca 

 
Tanggal Nomor 

Bukti 
Kode 
Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Beban Amortisasi - 
Software 

XXX  

  XXX Akumulasi Amortisasi 
Software 

 XXX 
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BAB XIII 

SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN 

A. UMUM  

1. Definisi  

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I 

PSAP Nomor 09 tentang Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban 

adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya 

ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat 

muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, 

perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, 

kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke 

entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban 

bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai 

konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan. 

Sistem akuntansi kewajiban yang diatur dalam modul ini terdiri 

atas sistem akuntansi kewajiban di SKPD dan sistem akuntansi 

kewajiban di PPKD. Sistem akuntansi kewajiban adalah suatu 

proses yang dimulai dari pembelian/pengadaan barang/jasa 

(secara kredit) yang dibuktikan dengan dokumen yang sah sampai 

kepada proses penyelesaian/pembayaran utang yang 

bersangkutan. Kewajiban merupakan utang yang timbul dari 

peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran 

keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban 

pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman 

kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada 

pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi 

pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi 

jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara 

hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan 

perundang-undangan.  

2. Klasifikasi  

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo 

penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban 

jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis 

Akrual Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain:  
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Kewajiban Jangka Pendek Utang Kepada Pihak Ketiga (Account 
Payable) 

 
Utang Bunga (Accrued Interest) 

 
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 

 
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 

 Kewajiban Lancar Lainnya (Other Current 
Liabilities) 

Kewajiban Jangka Panjang 
Utang Dalam Negeri 

 
Utang Luar Negeri 

 

a. Kewajiban Jangka Pendek  

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang 

diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah 

tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang 

transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang 

bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang 

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang 

jangka panjang.  

b. Kewajiban Jangka Panjang  

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan 

dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah 

tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar 

dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai 

kewajiban jangka panjang jika:  

1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 

bulan  

2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) 

kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang  

3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu 

perjanjian pendaan kembali (refinancing), atau adanya 

penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang 

diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.  

 

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan 

sebagai berikut: 
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B. SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN DI SKPD  

Akuntansi kewajiban di SKPD terdiri atas penerimaan utang, 

pembayaran utang khususnya utang jangka pendek.  

1. Pihak-pihak Terkait  

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban si 

SKPD terdiri atas: PPTK, PPK-SKPD dan PPKD.  

a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPTK melaksanakan 

fungsi untuk pengadaan barang/jasa kegiatan, dengan 

memiliki tugas sebagai berikut:  

1) melakukan pembelian/pengadaan barang/jasa 

berdasarkan kebutuhan kegiatan dengan menggunakan 

nota pesanan/ dokumen lain yang dipersamakan;  

2) menerima barang berdasarkan nota pesanan dengan 

dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang 

(BAST);  

3) menyiapkan dokumen pembayaran.  

b. Pejabat Penatausahaan Keuangan - SKPD  

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPK-SKPD melaksanakan 

fungsi akuntansi pada SKPD dengan memiliki tugas sebagai 

berikut:  

1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya 

berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku 

Jurnal Umum;  

2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke 

dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);  

3) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), 

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan 

atas Laporan Keuangan (CaLK).  

c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD terlibat dalam hal 

pengadaan barang/jasa oleh SKPD dilakukan dengan 

mekanisme pembayaran LS, sehingga fungsi akuntansi PPKD 

memiliki tugas:  
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Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Beban ….. XXX  

  XXX Utang ……..  XXX 

 

1) Menyampaikan dokumen transaksi yang dilakukan dengan 

mekanisme LS kepada SKPD;  

2) Melakukan pengecekan terhadap transaksi konsolidasi 

antara PPKD dan SKPD untuk meyakinkan kebenaran 

pencatatan yang dilakukan oleh fungsi akuntansi SKPD.  

d. Pengguna Anggaran (PA / KPA) 

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PA/KPA menandatangani 

laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi 

SKPD.  

2. Dokumen yang digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban 

antara lain:  

1) Nota Pesanan;  

2) Berita Acara Serah Terima;  

3) Kuitansi;  

4) Surat Perjanjian Kerja;  

5) SP2D UP/GU/TU;  

6) SP2D LS;  

7) Surat Pernyataan PA tentang tanggung jawab PA terhadap 

laporan keuangan SKPD.  

3. Jurnal Standar  

Akuntansi kewajiban di SKPD terdiri atas pencatatan atas 

terjadinya utang dan pembayaran utang.  

Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian barang dan 

jasa yang telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan, 

PPK-SKPD akan mengakui adanya utang. Pencatatan atas 

pengadaan/pembelian barang/jasa dilakukan dengan 

menggunakan Pendekatan Aset.  

a. Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian dengan 

mengangguhkan pembayarannya, maka fungsi akuntansi 

SKPD akan mengakui adanya hutang/kewajiban akibat 

transaksi tersebut dengan memcatat:  

Jurnal LO atau Neraca 
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Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Belanja…… XXX  

  XXX Perubahan SAL  XXX 

 

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Utang …… XXX  

  XXX RK PPKD  XXX 

 

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX aset ….. XXX  

  XXX Utang ……..  XXX 

 

b. Dalam kasus pembelian yang dilakukan adalah pembelian 

aset tetap, maka jurnal pengakuan kewajiban yang dicatat 

oleh fungsi akuntansi SKPD adalah:  

Jurnal LO atau Neraca 

 

 

c. Transaksi pembayaran utang pada saat dilakukan 

pembayaran/pelunasan dengan asumsi menggunakan 

mekanisme LS, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi 

SKPD adalah:  

Jurnal LO atau Neraca 

 

 

 

Jurnal LRA 

 

 

 

C. SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN DI PPKD 

Akuntansi kewajiban PPKD terdiri atas penerimaan utang, 

pembayaran utang, dan reklasifikasi utang yang dibagi menjadi 2 

bagian yaitu : (1) Akuntansi kewajiban, dan (2) akuntansi 

pembiayaan.  

1. Pihak-Pihak Terkait  

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban di 

PPKD terdiri atas : Fungsi Akuntansi PPKD, BUD dan PPKD.  

a. Fungsi Akuntansi – PPKD 

Dalam sistem akuntansi kewajiban, fungsi akuntansi pada 

PPKD dengan memiliki tugas sebagai berikut:  

1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan 

bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;  

2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke 

dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);  

3) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP-SAL), 



-109- 
 

 
 

Tanggal Nomor Bukti 
Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX Nota Kredit XXX Kas di Kas Daerah XXX  

  XXX Kewajiban/Utang ……  XXX 

 

Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas 

(LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).  

b. Bendahara Umum Daerah (BUD)  

Dalam sistem akuntansi kewajiban, BUD melakukan fungsi 

mengadministrasi penerimaan utang, pembahayaran utang 

dan reklasifikasi utang, sehingga BUD memiliki tugas:  

1) menyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran 

dan reklasifikasi utang;  

2) menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi 

oleh Fungsi Akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan 

oleh Kepala SKPKD.  

c. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) 

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD memiliki tugas 

menandatangani laporan keuangan Pemerintah Daerah 

sebelum diserahkan kepada BPK.  

2. Dokumen yang digunakan  

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban 

PPKD antara lain:  

a. Surat Perjanjian Utang;  

b. Nota Kredit;  

c. SP2D LS.  

3. Jurnal Standar  

Akuntansi kewajiban di PPKD terdiri atas pencatatan terhadap 

transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.  

Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian barang dan 

jasa yang telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan, 

PPK-SKPD akan mengakui adanya utang. Pencatatan atas 

pengadaan/pembelian barang/jasa dilakukan dengan 

menggunakan Pendekatan Aset. 

a. Penerimaan Pembiayaan  

Jurnal untuk mencatat penerimaan pembiayaan yaitu:  

Jurnal LO atau Neraca 
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Tanggal Nomor Bukti 
Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX BM XXX Utang Jangka Panjang XXX  

  XXX Bagian Lancar Utang Jangka Panjang  XXX 

 

Tanggal Nomor Bukti 
Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX SP2D-LS XXX Pengeluaran Pembiayaan / Pembayaran 

Pokok Pinjaman Kepada Bank 

XXX  

  XXX Perubahan SAL  XXX 

 

Tanggal Nomor Bukti 
Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX SP2D-LS XXX Kewajiban/Utang …… XXX  

  XXX Kas di Kas Daerah  XXX 

 

Tanggal Nomor Bukti 
Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

XXX Nota Kredit XXX Perubahan SAL XXX  

  XXX Penerimaan Pembiayaan / Pinjaman ….  XXX 

 

Jurnal LRA 

 

 

 

 

b. Pengeluaran Pembiayaan  

Jurnal untuk mencatat pengeluaran pembiayaan yaitu:  

Jurnal LO atau Neraca 

 

 

 

 

Jurnal LRA 

 

 

 

 

c. Reklasifikasi Utang  

Jurnal untuk melakukan pengakuan reklasifikasi bagian lancar 

utang jangka panjang yaitu:  

Jurnal LO atau Neraca 
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BAB XIV 

SISTEM AKUNTANSI KONSESI JASA 

 

Kebijakan Akuntansi ini berkaitan dengan perlakuan akuntansi dari 

pemberi konsesi, sebagai berikut: 

(a) Pemberi konsesi mengakui kewajiban keuangan ketika pemberi 

konsesi diwajibkan untuk melakukan serangkaian pembayaran 

kepada mitra atas penyediaan aset konsesi jasa (yaitu, atas 

pembangunan. 

(b) Pemberi konsesi mengakui kewajiban – pendapatan tangguhan 

ketika memberikan kepada mitra hak untuk memperoleh 

pendapatan dari pihak ketiga pengguna aset konsesi jasa atau aset 

lain yang menghasilkan pendapatan. 

(c) Pemberi konsesi menghentikan pengakuan atas aset yang 

diberikan kepada mitra dan tidak lagi memiliki kendali atas aset 

dimaksud. 

Fitur umum dari suatu perjanjian konsesi jasa adalah: 

(a) Pemberi konsesi adalah entitas pemerintah; 

(b) Mitra bertanggung jawab untuk setidaknya beberapa pengelolaan 

aset konsesi jasa dan penyediaan jasa pelayanan publik terkait dan 

tidak hanya bertindak sebagai agen atas nama pemberi konsesi; 

(c) Perjanjian dimaksud menetapkan tarif awal yang akan dipungut 

oleh mitra dan mengatur revisi tarif selama periode perjanjian 

konsesi jasa; 

(d) Mitra wajib menyerahkan aset konsesi jasa menjadi barang milik 

negara/daerah kepada pemberi konsesi dalam kondisi tertentu pada 

akhir periode perjanjian, baik dengan disertai sedikit atau tanpa 

pembayaran imbalan tambahan, terlepas dari pihak mana yang 

awalnya membiayainya; dan 

(e) Perjanjian dimaksud diatur dalam suatu perjanjian mengikat yang 

menetapkan standar kinerja, mekanisme penyesuaian tarif, dan 

pengaturan untuk menengahi perselisihan. 

 

Contoh aset konsesi jasa adalah: jalan, jembatan, terowongan, penjara, 

rumah sakit, bandara, fasilitas distribusi air, pasokan energi dan 

jaringan telekomunikasi, instalasi permanen untuk operasi militer dan 
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operasi lainnya, dan aset tetap lainnya atau aset tak berwujud yang 

digunakan untuk keperluan administrasi dalam memberikan pelayanan 

publik. 

Aset yang Tersedia dari Pemberi Konsesi 

Perjanjian dapat mencakup aset yang berasal dari pemberi konsesi: 

(a) Pemberi konsesi memberikan akses kepada mitra untuk tujuan 

perjanjian konsesi jasa; atau 

(b) Pemberi konsesi memberikan akses kepada mitra untuk tujuan 

menghasilkan pendapatan sebagai kompensasi untuk penyediaan 

aset konsesi jasa. 

Aset Mitra yang Ada 

Mitra dapat menyediakan aset untuk digunakan dalam perjanjian 

konsesi jasa yang belum dibangun, dikembangkan, atau diakuisisi. Jika 

perjanjian melibatkan aset mitra yang ada, yang digunakan mitra untuk 

tujuan perjanjian konsesi jasa, maka pemberi konsesi menentukan 

apakah aset mitra tersebut memenuhi persyaratan sesuai kebijakan 

akuntansi konsesi jasa. Jika persyaratan pengakuan terpenuhi, maka 

pemberi konsesi mengakui aset mitra tersebut sebagai aset konsesi jasa 

dan mencatatnya sesuai dengan kebijakan akuntansi konsesi jasa. 

Aset yang Dibangun atau Dikembangkan 

Pada saat aset yang dibangun atau dikembangkan memenuhi 

persyaratan sesuai kebijakan akuntansi konsesi jasa, pemberi konsesi 

mengakui dan mengukur aset tersebut sesuai dengan Kebijakan 

Akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi yang 

mengatur Aset Tak Berwujud, yaitu aset diakui jika, dan hanya jika: 

(a) Besar kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan atau potensi 

jasa yang terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas; dan 

(b) Biaya atau nilai wajar aset dapat diukur secara andal. 

Tipe Kompensasi 

Perjanjian konsesi jasa jarang sama; persyaratan teknis bervariasi 

menurut sektor dan yuridiksi. Selain itu, ketentuan perjanjian juga 

dapat bergantung pada karakteristik atau fitur khusus dari kerangka 

hukum keseluruhan yuridiksi tertantu.  Hukum kontrak, jika ada, 

dapat memuat ketentuan yang tidak harus diulang dalam kontrak 

individual. 
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Bergantung pada ketentuan perjanjian konsesi jasa, pemberi konsesi 

dapat memberikan kompensasi kepada mitra untuk aset konsesi jasa 

dan penyediaan jasa pelayanan publik dengan kombinasi berikut: 

(a) Melakukan pembayaran (misalnya, kas) kepada mitra; 

(b) Mengompensasi mitra dengan cara lain, seperti: 

1) Memberikan hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan 

dari pihak ketiga pengguna aset konsesi jasa; atau 

2) Memeberikan akses kepada mitra untuk menggunakan aset 

selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendaptan. 

Pada saat pemberi konsesi memberi kompensasi kepada mitra untuk 

aset konsesi jasa dengan melakukan pembayaran kepada mitra, 

komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik dari 

pembayaran dapat dipisahkan (misalnya, perjanjian mengikat 

menentukan jumlah rangkaian pembayaran yang telah ditentukan 

sebelumnya untuk dialokasikan ke aset konsesi jasa tersebut) atau 

tidak terpisahkan. 

Pembayaran Terpisah 

Suatu perjanjian konsesi jasa mungkin dapat dipisahkan dalam 

berbagai keadaan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada berikut ini: 

(a) Bagian dari aliran pembayaran yang bervariasi sesuai dengan 

ketersediaan aset konsesi jasa itu sendiri dan bagian lain yang 

bervariasi sesuai dengan penggunaan atau kinerja jasa tertentu 

yang teridentifikasi; 

(b) Komponen yang berbeda dari perjanjian konsesi jasa yang 

dilaksanakan untuk periode yang berbeda atau dapat dihentikan 

secara terpisah. Sebagai, komponen ketersediaan jasa pelayanan 

publik individual dapat dihentikan tanpa memengaruhi 

keberlangsungan pelaksanaan pengaturan lainnya dari perjanjian; 

atau 

(c) Berbagai komponen dalam perjanjian konsesi jasa dapat 

dinegosiasikan secara terpisah. Sebagai contoh, komponen 

ketersediaan jasa pelayanan publik dilakukan pengujian pasar dan 

sebagai atau semua kenaikan atau pengurangan biaya diteruskan 

ke pemberi konsesi sedemikian rupa sehingga bagian pembayaran 

oleh pemberi konsesi yang terkait khusus dengan ketersediaan jasa 

pelayanan publik itu dapat diidentifikasi. 
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Kerangka Akuntansi untuk Perjanjian Konsesi Jasa 

Diagram di bawah ini meringkas perlakuan akuntansi untuk 

perjanjian konsesi jasa yang ditetapkan dalam Kebijakan Akuntansi 

Konsesi Jasa. 

 

 

 

 

Tidak 

Apakah pemberi konsesi mengendalikan 

atau meregulasi jasa pelayanan publik 

yang harus diberikan oleh mitra dengan 

penggunaan aset konsesi jasa, kepada 

siapa jasa harus diberikan, dari berapa 

harga/tarifnya? 

Apakah pemberi konsesi 

mengendalikan, melalui kepemilikan 

hak manfaat atau sebaliknya, atas 

setiap kepentingan residu signifikan 

dalam aset konsesi jasa pada akhir 

masa perjanjian konsesi jasa? Atau 

apakah aset konsesi jasa digunakan 

dalam perjanjian atas seluruh umur 

manfaat aset? 

TIDAK TERMASUK 

DALAM RUANG 

LINGKUP 

KEBIJAKAN 

AKUNTANSI 

Apakah aset konsesi 

jasa yang telah ada 

pada pemberi konsesi 

yang mana mitra 

diberikan akses untuk 

tujuan pemenuhan 

perjanjian konsesi 

jasa? 

Apakah aset konsesi jasa yang 

dibangun, dikembangkan, atau 

diperoleh mitra dari pihak ketiga untuk 

tujuan perjanjian konsesi jasa, atau 

aset yang sudah ada pada mitra yang 

menjadi aset konsesi jasa dan menjadi 

bagian pelaksanaan perjanjian konsesi 

jasa? 

TERMASUK DALAM RUANG LINGKUP KEBIJAKAN AKUNTANSI 

• Pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa, atau pemberi konsesi mereklasifikasi 

Barang Milik Daerah atas jenis barang tanah, Gedung dan bangunan, peralatan 

dan mesin, jalan, irigasi, jaringan, aset tak berwujud, aset kemitraan (aset yang 

disewakan) sebagai aset konsesi jasa. 

• Pemberi konsesi mencatat suatu aset konsesi jasa sebagaimana perlakuan aset 

tetap atau aset tak berwujud sesuai yang memenuhi kebijakan akuntansi yang 

mengatur Aset Tetap dan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud. 

• Pemberi konsesi mengakui kewajiban terkait senilai sama dengan aset yang timbul 

dari transaksi pertukaran sehubungan pelaksanaan perjanjian konsesi jasa. 

• Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan beban sehubungan dengan 

pelaksanaan perjanjian konsesi jasa. 

Tidak 

Tidak 

Tidak 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 
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Referensi yang Diterapkan untuk Perjanjian Kerjasama 

Pemerintah dengan Badan Usaha 

Tabel ini menggambarkan sifat jenis perjanjian kerja sama yang 

dilakukan antara sektor swasta badan usaha dengan entitas sektor 

publik pemerintah, dan menyediakan referensi untuk perjanjian 

kerjasama tersebut.  

 

 

 

Kategori Penyewa Penyedia Jasa Pemilik 

Jenis 

perjanjian 

yang 

biasanya 

berlaku 

Sewa 

(misalnya, 

mitra 

menyewa 

aset dari 

pemberi 

konsesi) 

Kontrak jasa 

dan/atau 

kontrak 

pemeliharaan 

(tugas 

tertentu 

misalnya 

menagih 

utang) 

Rehabilitasi, 

operasi, 

serah 

Bangun, 

operasi, 

serah 

Bangun, 

milik, 

operasi 

Divestasi/ 

Privasi/korporasi 

100% 

Kepemilikan 

aset 
Pemberi Konsesi Mitra 

Investasi 

modal 
Pemberi Konsesi Mitra Mitra 

Risiko 

permintaan 
Dibagi 

Pemberi 

Konsesi 

Pemberi Konsesi 

dan/atau Mitra 
Mitra 

Durasi 
8-20 

tahun 
1-5 tahun 25-30 tahun 

Tak terbatas 

(atau terbatas 

dengan lisensi) 

Kepentingan 

residu 
Pemberi Konsesi Mitra 

Kebijakan 

Akuntansi 

terkait 

Kebijakan Akuntansi Sewa; 
Kebijakan Akuntansi Pendapatan Pertukaran; 

Kebijakan Akuntansi Aset tetap dan Aset Tak Berwujud; 
Kebijakan Akuntansi Penghentian Pengakuan. 
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BAB XV 

SISTEM AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI 

 

DEFINISI PROPERTI INVESTASI 

Definisi Properti Investasi dalam standar ini dilakukan untuk 

menyelaraskan dengan pengaturan yang terdapat dalam Kebijakan 

Akuntansi Persediaan dan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap serta agar 

lebih mencerminkan tugas pokok dan fungsi pemerintah dalam 

memberikan pelayanan bagi masyarakat. 

Sistem Akuntansi ini menegaskan bahwa dalam memiliki Properti 

Investasi, Pemerintah tidak dapat mengesampingkan tugas pokok dan 

fungsinya. Pemerintah Daerah Kota Cimahi merasa perlu 

menambahkan paragraf ini untuk menegaskan bahwa pada umumnya 

properti dimiliki entitas pemerintah untuk tujuan pemanfaatan bagi 

masyarakat. 

Pengukuran saat pengakuan awal 

Pada prinsipnya Properti Investasi diukur sebesar biaya perolehan 

pada saat pengakuan awal. Apabila properti investasi diperoleh bukan 

dari transaksi pembelian, maka properti investasi diukur dengan 

menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam entitas 

pemerintah terdapat entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Properti 

Investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lain dalam satu entitas 

pelaporan bukan merupakan transaksi yang memiliki substansi 

komersial. Sedangkan Properti Investasi yang diperoleh dari entitas 

pelaporan yang berbeda memiliki substansi komersial. Oleh karena itu 

Properti Investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam 

satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. 

Pengukuran setelah pengakuan awal 

Pendekatan yang digunakan untuk pengukuran setelah pengakuan 

awal, yaitu: mengacu pada kebijakan akuntansi Aset Tetap, Properti 

Investasi dinilai berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi 

penyusutan (metode biaya) dan penilaian kembali atau revaluasi pada 

umumnya tidak diperkenankan dan hanya mungkin dilakukan 

berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. 
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Alih Guna 

Pengukuran nilai aset yang dialihgunakan dari dan ke Properti 

Investasi akan sangat tergantung pada pengukuran nilai Properti 

Investasinya dan aset yang dialihgunakan ke dan dari Properti 

Investasi. Mengingat aset tetap dan persediaan juga dinilai dengan 

menggunakan model biaya, maka ketika dilakukan alih guna tidak 

mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan.  

Penyajian 

Penyajian Laporan Keuangan tidak menyatakan adanya minimum 

penyajian dalam lembar muka laporan keuangan. Untuk itu properti 

investasi disajikan sebagai satu line item tersendiri dalam kelompok 

aset non lancar. 

Ilustrasi Bagan Keputusan 

Ilustrasi ini melengkapi, namun bukan merupakan bagian dari PSAP 

Properti Investasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak 

Ya 

Ya 

Mulai 

Apakah properti dijual dan / atau 

diserahkan dalam rangka 

pelayanan kepada masyarakat? 

Apakah properti digunakan dalam 

kegiatan pemerintahan 

dimanfaatkan oleh masyarakat 

umum, dalam produksi atau 

penyediaan barang atau jasa atau 

untuk tujuan administratif? 

Gunakan KA Properti Investasi 

Gunakan KA 

Aset Tetap 

Gunakan KA 

Persediaan 

Tidak 
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Contoh Ilustrasi 

CI 1 Perolehan Properti Investasi melalui pembelian 

Pada tahun 20x2, BLU XYZ membeli rumah susun sewa yang 

akan disewakan kepada masyarakat, Rumah susun dibeli 

pada akhir tahun 20x2 dengan harga pembelian sebesar 

Rp100.000. 

Jurnal: 

Db. Properti Investasi  Rp100.000 

Kr. Kas pada BLU    Rp100.000 

CI 2 Perolehan Properti Investasi melalui transaksi non pertukaran 

 Pada tahun 20x2, Pemerintah menerima penyerahan rumah 

susun sewa dari pihak ketiga, dimana nilai wajar rumah 

susun tersebut adalah sebesar Rp55.000. 

 Jurnal: 

 Penerimaan rumah susun sewa dari mitra: 

 Db. Properti Investasi   Rp55.000 

  Kr. Pendapatan hibah     Rp55.000 

CI 3 Pengakuan pendapatan sewa 

 Atas properti investasi yang dimiliki oleh BLU XYZ, didapatkan 

pembayaran sewa secara bulanan secara kas sebesar Rp. 

1000. 

 Jurnal: 

 Db. Kas pada BLU    Rp1.000 

  Kr. Pendapatan Sewa     Rp1.000 

CI 4 Pengukuran Aset Properti setelah pengakuan awal, tanpa 

revaluasi 

 Pada tahun 2001, pemerintah membangun gedung yang 

disewakan kepada pihak ketiga sebesar Rp25.000. Gedung 

tersebut memiliki masa manfaat selama 50 tahun. Penyajian 

gedung dan bangunan tersebut pada pelaporan keuangan 

tahun 2010 adalah sebesar Rp20.000 yaitu nilai perolehan 

Rp25.000 dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 

Rp5.000. [(Rp25.000) x 10 tahun] 
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Jurnal per 31 Des 2010: 

Penyusutan tahun berjalan: 

 Db. Beban penyusutan    Rp500 

  Kr. Akumulasi penyusutan             Rp500 

Penyajian di Neraca: 

Properti Investasi                Rp25.000 

Akumulasi penyusutan s.d. tahun 20x9: Rp500 x 9 =           (Rp4.500) 

Penyusutan periode berjalan                           (Rp500) 

Akumulasi penyusutan sampai dengan akhir periode berjalan  (5.000) 

Nilai tercatat (carrying value) Properti Investasi            Rp20.000 

Revaluasi Aset Pemerintah 

Pada tahun 20x7, pemerintah melakukan penilaian kembali Properti 

Investasi. Salah satu Properti Investasi yang direvaluasi adalah gedung 

dan bangunan yang selama ini telah disewakan kepada pihak ketiga. 

Aset gedung dan bangunan tersebut diperoleh pada tahun 20x0 

sebesar Rp15.000 dengan masa manfaat 30 tahun dan telah 

disusutkan selama 6 tahun dengan nilai akumulasi penyusutan 

sebesar Rp3.000. Hasil penilaian kembali gedung dan bangunan 

tersebut sebesar Rp14.000, sehingga terdapat kenaikan nilai sebesar 

Rp2.000 dari nilai tercatat sebesar Rp12.000 

Jurnal: 

Db. Properti Investasi    Rp2.000 

  Kr. Ekuitas       Rp2.000 

Jurnal Penyusutan untuk per 31 Des 20x7: 

Db. Beban penyusutan    Rp583,33 

  Kr. Akumulasi penyusutan    Rp583,33 

 

Perhitungan penyusutan tahun berjalan: 

Nilai tercatat (baru) setelah revalues  = Rp 14.000 

Sisa masa manfaat: 30 tahun – 6 tahun   = 24 tahun 

Penyusutan: Rp14.000 : 24    = Rp583,33 
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Alih guna 

Pada tahun 20x1, seiring dengan konsep new normal dalam 

pelaksanaan kegiatan pemerintah, beberapa Gedung pemerintah yang 

selama ini digunakan untuk keperluan layanan operasional disewakan 

kepada pihak ketiga untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset dalam 

meningkat pendapatan bagi negara. Nilai tercatat Gedung pemerintah 

tersebut sebesar Rp50.000 (nilai perolehan Rp125.000 dikurangi 

akumulasi penyusutan Rp75.000). 

Jurnal:    

Db. Properti Investasi    Rp125.000 

  Db. Akumulasi Gedung dan Bangunan   Rp75.000 

Kr. Gedung dan Bangunan    Rp125.000 

Kr. Akumulasi Properti Investasi     Rp75.000 

 

Pelepasan 

Pada tahun 20x4, Pemerintah Pusat menyerahkan satu Gedung dan 

Bangunan kepada Pemerintah Daerah. Gedung dan Bangunan tersebut 

merupakan gedung dan bangunan yang disewakan kepada pihak ketiga 

dan selama ini disajikan sebagai Properti Investasi dalam laporan 

keuangan pemerintah. Nilai perolehan gedung dan bangunan tersebut 

sebesar Rp12.000 dan akumulasi penyusutannya sebesar  Rp10.000. 

Dari sisi Pemerintah Pusat jurnalnya sebagai berikut: 

Jurnal: 

Db. Akumulasi Properti Investasi    Rp10.000 

Db. Surplus/Defisit pelepasan Properti Investasi            Rp2.000 

  Kr. Properti Investasi        Rp12.000 
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BAB XVI 

AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN 

A. UMUM 

1. Definisi 

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar 

akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi 

sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian 

akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang 

seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode 

berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan 

merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian 

dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada 

Catatan atas Laporan Keuangan. 

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain 

disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi 

oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan 

standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga 

bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, 

namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah 

sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa 

kesalahan tersebut. 

2. Klasifikasi 

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 

2 (dua) jenis: 

a. Kesalahan tidak berulang 

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan 

tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan 

kembali menjadi 2 (dua) jenis: 

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan 

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode 

sebelumnya 

b. Kesalahan berulang 

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan 

sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang 

diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya 

penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi 
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Sifat Kelompok Jenis Batasan 

    Kesalahan 

Tidak 

Berulang 

Terjadi   pada 

periode 

berjalan 

  

     Terjadi   pada 

periode 

sebelumnya 

Laporan Keuangan 

Belum diterbitkan 

 

  Laporan Keuangan 

Belum diterbitkan 

   Laporan Keuangan 

Sudah Diterbitkan 

Sudah    ditetapkan 

dalam Perda (PSAP 

Nomor 10 Paragraf 

29)   Laporan Keuangan 

Sudah Diterbitkan 

 
Kesalahan 

berulang 

   

 

sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran 

dari wajib pajak. 

Sistem akuntansi koreksi kesalahan yang diatur dalam modul 

ini adalah sistem akuntansi koreksi kesalahan yang terjadi di 

SKPD dan sistem akuntansi koreksi kesalahan yang terjadi di 

PPKD. Penyebab terjadinya kesalahan antara lain disebabkan 

karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh 

pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan 

standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga 

bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, 

namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. 

Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap 

beberapa kesalahan tersebut. Dari sifat kejadiannya, koreksi 

kesalahan dapat terjadi berulang dan tidak berulang. 

Berikut disajikan tabel atas koreksi kesalahan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi koreksi kesalahan 

di SKPD terdiri atas : 

1. PPK-SKPD dan 

2. PA/KPA. 

sedangkan pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi 

koreksi kesalahan di PPKD terdiri atas : 

1. Fungsi Akuntansi PPKD dan 

2. PPKD. 
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Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXXX Pendapatan Hibah dari 

Pemerintah -LRA 

XXX  

       XXXX Perubahan SAL  XXX 

 

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXXX Pendapatan Hibah dari 

Pemerintah - LO 

XXX  

       XXXX Kas di Kas Daerah  XXX 

 

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXXX Perubahan SAL XXX  

       XXXX Pendapatan Hibah dari 

Pemerintah -LRA 

 XXX 

 

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXXX Kas di Kas Daerah XXX  

       XXXX Pendapatan Hibah dari 

Pemerintah - LO 

 XXX 

 

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban antara 

lain : 

1. Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Daerah; 

2. Bukti Memorial/Dokumen lain yang dipersamakan; 

3. SP2D. 

D. JURNAL STANDAR  

1. Kesalahan Tidak Berulang 

a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan 

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas 

maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun 

yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun 

pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban. 

Ilustrasi : 

Pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun 

yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi 

kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat. 

Jurnal Semula: 

Jurnal LO dan Neraca 

 

 

 

Jurnal LRA 

 

 

 

Jurnal Koreksi : 

Jurnal LO dan Neraca 

 

 

 

Jurnal LRA 
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Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXXX Belanja Pegawai - LRA XXX  

       XXXX Perubahan SAL  XXX 

 

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXXX Perubahan SAL XXX  

       XXXX Pendapatan Lainnya - LRA  XXX 

 

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXXX Kas di Kas Daerah XXX  

       XXXX Pendapatan Lainnya - LO  XXX 

 

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXXX Beban Pegawai - LO XXX  

       XXXX RK PPKD  XXX 

 

b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode 

sebelumnya 

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni 

yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan 

keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang 

terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan 

periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki 

perlakuan yang berbeda. 

1) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan 

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka 

dilakukan dengan pembetulan pada akun yang 

bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun 

belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. 

Ilustrasi: 

Terjadi pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena 

salah penghitungan jumlah gaji. 

Jurnal semula: 

Jurnal LO dan Neraca 

 

 

 

Jurnal LRA 

 

 

 

Jurnal Koreksi: 

Jurnal LO dan Neraca 

 

 

 

Jurnal LRA 
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Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 0.0.0.00.00 Perubahan SAL XXX  

  0.2.1.00.00 Surplus/Defisit LRA  XXX 

 

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX  

  3.1.1.01.01 Ekuitas  XXX 

 

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 5.1.1.0101 Belanja Gaji Pokok PNS- LRA XXX  

  0.0.0.00.00 Perubahan SAL  XXX 

 

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 9.1.1.01.01 Beban Gaji Pokok PNS - LO XXX  

  1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran  XXX 

 

2) Koreksi - Laporan Keuangan sudah Diterbitkan 

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga 

mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak 

berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya 

dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan 

periode tersebut sudah diterbitkan (Peraturan 

Daerah/Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban), 

dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan 

lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas 

dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran 

Lebih. 

Ilustrasi: 

Terjadi pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena 

salah penghitungan jumlah gaji. 

Jurnal semula: 

Jurnal LO dan Neraca 

 

 

 

Jurnal LRA 

 

 

 

Jurnal Koreksi: 

Jurnal LO dan Neraca 

 

 

 

Jurnal LRA 

 

 

 

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak 

berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya 

dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila 

laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, 
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Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 0.2.1.00.00 Surplus / Defisit LRA XXX  

  0.0.0.00.00 Perubahan SAL  XXX 

 

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 0.0.0.00.00 Perubahan SAL XXX  

  4.2.2.01.01 Dana Alokasi Umum  XXX 

 

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX  

  8.2.1.03.01 Dana Alokasi Umum - LO  XXX 

 

dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun 

ekuitas. 

Ilustrasi: 

Pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena 

kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat 

Jurnal semula: 

Jurnal LO dan Neraca 

 

 

 

Jurnal LRA 

 

 

 

Jurnal Koreksi 

Jurnal LO dan Neraca 

 

Jurnal LRA 

 

 

 

2. Kesalahan Berulang 

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang 

disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi 

tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. 

Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang 

memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau 

tambahan pembayaran dari wajib pajak. 

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat 

pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan 

kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA 

maupun pendapatan-LO yang bersangkutan. 

 

 

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode Rekening Uraian Debit Kredit 

XXX XXX 3.1.1.01.01 Ekuitas XXX  

  1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah…  XXX 
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Tanggal 
Nomor 
Bukti 

Kode 
Rekening 

Uraian Debit Kredit 

15-04-2015  1.1.1.02.01 Kas di Kas Daerah XXX  

  8.1.1.06.01 Pajak … LO  XXX 

 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 
Uraian Debit Kredit 

15-04-2015  0.0.0.00.00 Perubahan SAL XXX  

  4.1.1.06.01 Pajak … – LRA  XXX 

 

Jurnal – LO Dan Neraca 

 

 

 

Jurnal – LRA 
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BAB XVII 

SISTEM AKUNTANSI KONSOLIDASI 

 

A. UMUM  

Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan gabungan 

dari seluruh laporan keuangan PPKD dan laporan keuangan SKPD 

menjadi satu laporan keuangan entitas tunggal, dalam hal ini 

adalah laporan keuangan pemda sebagai entitas pelaporan. Laporan 

keuangan konsolidasi ini disusun oleh PPKD yang dalam hal ini 

bertindak mewakili pemda sebagai konsolidator. Laporan konsolidasi 

ini dibuat karena Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) 

dibangun dengan arsitektur pusat dan cabang (Home Office – Branch 

Office). PPKD bertindak sebagai kantor pusat, sedangkan SKPD 

bertindak sebagai kantor cabang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah 

menggabungkan/mengkonsolidasikan laporan keuangan dari 

seluruh SKPD dengan PPKD. 

 

Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini terdiri atas 2 

tahap utama, yakni tahap penyusunan kertas kerja (worksheet) 

Konsolidasi dan tahap penyusunan laporan keuangan gabungan 

pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan. 

 

PPKD (Kantor Pusat 

sebagai 

Konsolidator) 

PPKD (dalam fungsi 

sebagai Entitas 

Akuntansi) 

SKPD (sebagai 

Kantor Cabang) 

Laporan 

Keuangan 

Konsolidasian 
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B. TAHAP PENYUSUNAN KERTAS KERJA KONSOLIDASI 

Kertas kerja konsolidasi adalah alat bantu untuk menyusun neraca 

saldo gabungan SKPD dan PPKD. Kertas kerja berguna untuk 

mempermudah proses pembuatan laporan keuangan gabungan. 

 

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI 

WORKSHEET 

31 DESEMBER 20XX 

Kode 
Akun 

Nama Akun 

SKPD 
A 

SKPD B 
SKPD 
dst.. 

PPKD 
Lap. Keu 
Pemda 

D K D K D K D K D K 

1 ASET                     

1.1 Aset Lancar                     

1.2 Aset Tetap                     

1.3 dst..                     

2 KEWAJIBAN                     

2.1 Jangka Panjang                     

2.2 Jangka Pendek                     

2.3 dst..                     

3 EKUITAS                     

4 PENDAPATAN - LRA                     

4.1 Pendapatan Asli Daerah                     

4.2 Pendapatan Transfer                     

4.3 dst..                     

WORKSHEET 
KONSOLIDASI 

Jurnal 

Eliminasi 

NS SKPD 

setelah 
Penyesuaian 

 

NS PPKD 

setelah 

Penyesuaian 

CALK Pemda 

Neraca 

LO Pemda 

LPE Pemda 

SAL Pemda 

LAK Pemda 

LRA Pemda 
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PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI 

WORKSHEET 

31 DESEMBER 20XX 

Kode 
Akun 

Nama Akun 

SKPD 
A 

SKPD B 
SKPD 
dst.. 

PPKD 
Lap. Keu 
Pemda 

D K D K D K D K D K 

5 BELANJA                     

5.1 Belanja Tidak Langsung                     

5.2 Belanja Lansung                     

6 PEMBIAYAAN                     

6.1 Penerimaan Pembiayaan                     

6.2 
Pengeluaran 
Pembiayaan                     

7 NON ANGGARAN                     

8 PENDAPATAN - LO                     

8.1 Pendapatan Asli Daerah                     

8.2 Pendapatan Transfer                     

8.3 dst..                     

9 BEBAN                     

9.1 Beban Pegawai                     

9.2 Beban Jasa                     

9.3 dst..                     

 

Aktivitas utama dari penyusunan kertas kerja konsolidasi dibagi 

kedalam 3 bagianya itu:  

1) menyusun worksheet LRA yaitu dengan cara menggabungkan 

akun-akun pada kode 4, 5, 6 dan 7 dari seluruh SKPD dan PPKD 

untuk mendapatkan LRA gabungan. 

2) menyusun worksheet LO yaitu dengan cara menggabungkan 

akun-akun pada kode 8 dan 9 dari seluruh SKPD dan PPKD 

untukmendapatkan LO gabungan. 

3) Menyusun worksheet Neraca yaitu dengan cara menggabungkan 

akun-akun pada kode 1, 2 dan 3 dari seluruh SKPD dan PPKD 

untuk mendapatkan neraca gabungan. Namun khusus untuk 

penggabungan Neraca lebih dulu harus dibuat jurnal eliminasi, 

barulah kemudian dibuat neraca gabungan. 

 

JURNAL ELIMINASI 

Jurnal eliminasi dibuat untuk meng-nol-kan RK-PPKD dan RK- 

SKPD yang merupakan akun reciprocal yang bersifat sementara di 

tingkat Pemda (entitas pelaporan). Akun ini akan di eliminasi 
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Uraian Debit Kredit 

RK-PPKD xxx  

RK-SKPD  xxx 

 

dengan jurnal eliminasi pada akhir periode, untuk tujuan 

penyusunan neraca konsolidasi. Namun jurnal eliminasi ini tidak 

dilakukan pemostingan kebuku besar masing-masing akun 

reciprocal tersebut, baik di SKPD maupun di PPKD. Sehingga akun 

RK-PPKD di neraca SKPD dan akun RK-SKPD di neraca PPKD tetap 

hidup. 

Untuk mengeliminasi akun reciprocal ini dengan menjurnal RK-

PPKD di Debet dan RK-SKPD di Kredit. 

 

 

 

 

JURNAL PENUTUPAN 

Jurnal penutupan sudah dilakukan dientitas SKPD dan PPKD ketika 

menyusun laporan keuangan masing-masing. Sehingga pada saat 

menggabungkan/mengkonsolidasikan tidak perlu lagi membuat 

jurnal penutup. 

 

C. TAHAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 

Terdapat Laporan Keuangan Pemda yang wajib dibuat oleh 

pemerintah daerah, yaitu: 

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); 

3. Laporan Operasional (LO); 

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 

5. Neraca; 

6. Laporan Arus Kas (LAK); dan 

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

 

Berikut akan dijelaskan proses penyusunan masing-masing laporan 

keuangan tersebut. 

 

1. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang 

menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, 

Surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing 
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NO URAIAN 20X1 20X0 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

SaldoAnggaranLebihAwal 

Penggunaan SAL sebagaiPenerimaanPembiayaanTahunBerjalan 
Subtotal (1 + 2) 

SisaLebih/KurangPembiayaanAnggaran (SiLPA/ SiKPA) 
Subtotal (3 + 4) 

KoreksiKesalahanPembukuanTahunSebelumnya 
Lain-lain 

SaldoAnggaranLebihAkhir (5 + 6 + 7) 

xxx 

(xxx) 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

Xxx 

(xxx) 
Xxx 
Xxx 
Xxx 
Xxx 
Xxx 
Xxx 

 

diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA 

dapat langsung dihasilkan dari LRA konsolidasi yaitu dengan 

mengambil data akun-akun kode rekening 4 (Pendapatan – LRA), 

5 (Belanja), 6 (Transfer) dan 7 (Pembiayaan) pada worksheet yang 

telah di gabungkan. 

2. Menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

Laporan Perubahan SAL ini merupakan akumulasi SiLPA periode 

berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Laporan perubahan SAL 

baru dapat disusun setelah LRA selesai. Hal ini karena dalam 

menyusun laporan perubahan SAL, kita memerlukan informasi 

SiLPA /SIKPA tahun berjalan yang ada di LRA. 

Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Saldo 

Anggaran Lebih Pemerintah Daerah. 

 

PEMERINTAH KOTA CIMAHI 

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 

 

 

 

 

 

 

 

3. Penyusunan Laporan Operasional 

Sama halnya dengan LRA, Laporan Operasional (LO) juga dapat 

langsung dihasilkan dari LO konsolidasi yaitu dengan mengambil 

data akun-akun kode rekening 8 (Pendapatan – LO) dan 9 

(Beban). 

4. Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan pergerakan ekuitas 

pemerintah daerah. Laporan Perubahan Ekuitas disusun dengan 

menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas 

periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Surplus/defisit  

Laporan Operasional. 
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NO URAIAN 20X1 20X0 

1 

2 
3 

4 

5 
6 
7 

EKUITAS AWAL 

SURPLUS/DEFISIT-LO 
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN 
MENDASAR 

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 
SELISIH REVALUASI ASET TETAP 
LAIN-LAIN 

EKUITAS AKHIR 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 
xxx 
xxx 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

Xxx 
Xxx 
Xxx 

 

 

Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas 

Pemerintah Daerah. 

 

PEMERINTAH KOTA CIMAHI 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 

 

 

 

 

 

 

 

5. Penyusunan Neraca 

Laporan keuangan lainnya yang langsung dapat dihasilkan dari 

worksheet konsolidasi adalah Neraca. Neraca dapat disusun 

dengan mengambil data akun-akun kode rekening 1 (Aset), 2 

(Kewajiban) dan 3 (Ekuitas). Ada proses jurnal eliminasi untuk 

reciprocal RK-SKPD dan RK-PPKD. 

Sebagai catatan : Dari proses penutupan LO sebelumnya di SKPD 

dan PPKD terbentuk Ekuitas yang sudah meliputi Transaksi Kas 

dan Akrual. Dari proses penutupan LRA terbentuk Ekuitas SAL 

dan proses offset Ekuitas dari Transaksi Kas. Dengan demikian 

didalam akun Ekuitas akan terlihat saldo Ekuitas SAL dan 

Ekuitas Akrual murni. 

6. Membuat Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas menggambarkan aliran kas masuk dan kas 

keluar yang terjadi pada pemerintah daerah. Semua transaksi 

arus kas masuk dan kas keluar tersebut kemudian 

diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, 

aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Informasi tersebut 

dapat diperoleh dari Buku Besar Kas. Laporan Arus Kas disusun 

oleh Bendahara Umum Daerah. 

7. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau rincian 

dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, 
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Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan 

Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan ArusKas. Hal-hal yang 

diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara 

lain: 

a. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas 

Akuntansi; 

b. Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro; 

c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan 

berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam 

pencapaian target; 

d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan 

atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting 

lainnya; 

e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan 

pada lembar muka laporan keuangan; 

f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar 

muka laporan keuangan; dan 

g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang 

wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan 

keuangan. 

 

Berikut ini merupakan contoh format Catatan atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. 
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PENDAHULUAN 

Bab I Pendahuluan 

 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 

 1.2 Landasan hokum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 

 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah 

Bab II Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cimahi 

 2.1 Visi dan Misi Pemerintah Daerah 

 2.2 Tujuan dan Sasaran Kota Cimahi 

 2.3 Kebijakan Keuangan 

Bab III Kebijakan Akuntansi 

 3.1 Kebijakan Akuntansi 

Bab IV Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 

 4.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 

 4.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 

 4.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca 

 4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional 

 
4.5 

Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas 

 

 4.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 

Bab V Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan 

 5.1 Profil Entitas 

 5.2 Satuan Kerja Perangkat Daerah 

 5.3 Hubungan dengan DPRD, BPK, dan Forkopimda 

 5.4 Pengaruh Stakeholder : DPRD 

 5.5 Dampak dari Lingkungan Entitas Terhadap Resiko Bidang Kerja dan Laporan Keuangan 

 5.6 Alamat Kantor 

Bab VI Penutup 

 

PEMERINTAH KOTA CIMAHI 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

 
 

A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WALI KOTA CIMAHI, 

 

 

 NGATIYANA 

21 Oktober 2022

marisa
Text Box
2022 NOMOR 692
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